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P  U  T  U  S  A   N

Nomor :   11  PK/TUN/2009

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                   M A H K A M A H       A G U N 

G

memer iksa  perkara  Tata  Usaha  Negara  dalam  pen in jauan  

kembal i  te lah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :  

1. MENTERI  PEKERJAAN UMUM REPUBLIK  INDONESIA,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Pat imura  No.  20,  

Jakar ta  Sela tan ,  da lam  hal  in i  member ikan  

kuasa  kepada  :  1.  I r .  NURDIN MANURUNG, MM.,  

2.  TJINDRA  PARMA W,SH.MH.,  3.  I r .  YUSID 

TOYIB,  M.  ENG,SC. ,  4.  KUSTIADI ,SH. ,  5.  I r .  

ARIEF  HARYONO,SH. ,  6.  PUJIONO,SH. ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  28 

November  2008 Nomor :  19/SKS/M/2008 ,  

2. P.T.  JASA  MARGA (PERSERO) da lam  hal  in i  

d iwak i l i  o leh  I r .  Frans  S.Sun i t o  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  Di rek tu r  

Utama PT.  Jasa  Marga  (Persero ) ,  bera lamat  di  

Plaza  Tol  Taman Min i  Indones ia  Indah ,  Jakar t a  

13550,  da lam  hal  in i  member ikan  kuasa  

kepada  :  1.  ISWAHJUDI  A.KARIM,SH.  L.LM. ,  2.  

WAHYU  HARGONO,SH.,  3.  MIRZA  A.KARIM,  

SH.L.LM. ,  4. ,  FIRMANSYAH,SH.L .LM. ,  5.  RITA 

YUHANI,SH. ,  6.  SAMPURNO BUDISETIANTO,SH. ,  

Para  Advokat  pada  Kanto r  Kar imsyah  Law Fi rm,  

bera lamat  di  Plaza  Mut ia ra  Lt .  7  Ja lan  

Lingkar  Mega  Kuningan  Kav.  1  &  2  Jakar ta  

12950,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  

18 November  2008 Nomor  :  115/SK/2008  ;  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  I  dan  I I  dahu lu  para  

Termohon  Kasas i /Te rguga t - Tergugat  I I  

In te r vens i / Te rband ing  dan Terband ing  I I  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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melawan :

P.T.  KARSA SEMESTA INDAH,  da lam hal  in i  d iwak i l i  

o leh  Sur iana  Chandra  dan  Franky  Lukanta ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  Pres iden  

Di rek tu r  dan  Di rek tu r   bera lamat  d i  Chase  Plaza  

Lt .  22  Ja lan  Jendera l  Sudi rman  Kav.  21,  Jakar t a  

12920,  da lam hal  in i  member ikan  kuasa  kepada  :  

1.  ANDY  KELANA,SH.L.LM.  MBA,  2.  STEFANUS 

HARYANTO,SH.LLM. ,  3.  WILLIAM  SETIAWAN 

PALIJAMA,SH. ,  4.  HENDRY MULIANA HENDRAWAN, SH. ,  

5.  M.  KENNY  RIZKI  DAENG MACALLO,SH. ,  Para  

Advokat  pada Fi rma  Hukum Adnan Kelana  Haryanto  & 

Hermanto  (AKHH)  bera lamat  di  Chase Plaza  Lt .  18,  

J l .  Jend.  Sudi rman  Kav.  21  Jakar t a  12920,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  22 

Desember  2008.

Termohon   Penin jauan   Kembal i   dahu lu   Pemohon 

Kasas i /  Penggugat /Pemband ing  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  Pemohon  Penin jauan   Kembal i  I  dan  I I  dahu lu  Para  

Termohon Kasas i /Te rguga t  - Tergugat  I I  In te r vens i / Te rband ing  

dan  Terband ing  I I  te lah  mengajukan  permohonan  pen in jauan  

kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah Agung  No.  175 K/TUN/2007  

tangga l  22 Januar i  2008 yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  

da lam perkaranya  melawan Termohon Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Pemohon Kasas i /Pengguga t /Pemband ing   dengan  pos i t a   gugatan  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  yang  menjad i  obyek  dar i  gugatan  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  :  Keputusan  Tergugat  untuk  membata lkan  

kemenangan  Penggugat  se laku  pemenang  penawaran  penanaman 

modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo  yang  d i t uangkan  dalam 

bentuk  Sura t  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah   No.  

JL.01 .03 - Mn/738  te r t angga l  5  Nopember  2003  (Sura t  

Menkimpraswi l ) .  Adanya  Sura t  Menkimpraswi l  in i  baru  

Disclaimer
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dike tahu i  o leh  Penggugat  lewat  Sura t  Terguga t  No.  

JL.01 .03 - Mn/560  te r t angga l  19  Oktober  2005  (Sura t  Menter i  

PU) ;

Penje lasan  :  Meskipun  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjad i  Obyek  Gugatan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  in i  ada lah  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  

Wi layah  ( "Menk imprasw i l " ) ,  tap i  yang  menjad i  Tergugat  da lam 

perkara  in i  ada lah  Menter i  Peker jaan  Umum karena  nama 

Menkimpraswi l  yang  digunakan  dalam Kabine t  Gotong  Royong di  

bawah  Pres iden  Megawat i  Soekarnopu t r i ,  da lam  pemer in tahan  

Kabine t  Indones ia  Bersa tu  di  bawah Pres iden  Susi l o  Bambang 

Yudhoyono  sekarang  in i  namanya  di rubah  kembal i  menjad i  

Menter i  Peker j aan  Umum ( "Mente r i  PU")  ;

Keputusan  Tergugat  se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  untuk  

membata lkan  kemenangan  Penggugat  dalam penawaran  penanaman 

modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo  baru  di te r ima  atau  

dike tahu i  o leh  Penggugat  pada  tangga l  19 Oktober  2005,  dan  

gugatan  Tata  Usaha Negara  dia jukan  pada  tangga l  17 Januar i  

2006,  seh ingga  gugatan  in i  d imasukkan  masih  da lam tenggang  

waktu  90  har i  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  55  Undang-

Undang No.  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

( "UU  No.  5/1986" ) ,  dan  karena  i t u  harus  d inya takan  dapat  

d i t e r ima  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  ;

Keputusan  Tergugat  untuk  membata lkan  kemenangan  Penggugat  

da lam  penawaran  penanaman  modal  ja l an  to l  ruas  Semarang-

Solo  dalam  bentuk  Sura t  Menkimpraswi l  ada lah  suatu  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan f i na l ,  dengan pen je lasan  sebaga i  ber i ku t  :

( i )   Konkr i t  ;

Keputusan  Tergugat  t i dak  bers i f a t  abst rak ,  mela inkan  

bers i f a t  konkr i t  untuk  meniadakan  hak  yang  d imi l i k i  o leh  

Penggugat  untuk  melakukan  inves tas i  pada  proyek  ja l an  

to l  ruas  Semarang- Solo  ;

( i i )   Bers i f a t  ind i v i dua l  ;

Keputusan  Tergugat  bers i f a t  ind i v i dua l  yang  di tu j u kan  

hanya  kepada  Penggugat  sa ja  ;  .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

( i i i )   Bers i f a t  f i na l  ;

Keputusan   Tergugat  t i dak   memer lukan   adanya  

perse tu j uan   ins tans i  atasan  dan  keputusan  in i  sudah  

def i n i t i f  dan  menimbulkan  ak iba t  hukum  yang  sangat  

merug ikan  Penggugat  ;

Oleh  karena  i t u ,  Keputusan  Tergugat  yang  di tuangkan  dalam 

bentuk  Sura t  Menkimpraswi l  ada lah  suatu  keputusan  Tata  

Usaha Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  obyek  gugatan  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  1  ayat  (3 )  dan  (4 )  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  dan  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  50  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  memi l i k i  yur i d i k s i  untuk  mengadi l i  perka ra  in i  

da lam t i ngka t  per tama ;

Bahwa Penggugat  mengajukan  gugatan  Tata  Usaha  Negara  

te rhadap  Tergugat  atas  dasar  hukum yang  sah  sebaga imana  

dia tu r  da lam keten tuan  Pasal  53 ayat  (2 )  Undang- Undang No.  

9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ( "UU  No.  

9/2004" )  ya i t u  :  Tergugat  da lam mengeluarkan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  gugatan  da lam perkara  in i  

te lah  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

( "AAUPB") ,  te ru tama  :  

( i )    Asas  Kepast i an  Hukum ;  

( i i )   Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  ;  

( i i i )  Asas  Keterbukaan  ;  dan 

( i v )  Asas  Propors iona l i t a s ;

Penggugat  akan  mengura ikan  secara  r i nc i  pe langgaran-

pelanggaran  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  te rhadap  AAUPB 

dalam ura ian  mengenai  Lata r  Belakang  Perkara  in i ;

Bahwa dalam rangka  memper lancar  t ranspor t as i  dara t  d i  

Pulau  Jawa,  pada  kurun  waktu  1996- 1997  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  merencanakan  beberapa  proyek  in f r a s t r u k t u r  da lam 

bentuk  pembangunan  16  ruas  ja l an  to l  untuk  menghubungkan  

beberapa  kota  di  Pulau  Jawa.  Proyek  te rsebu t  ada lah  ( i )  

ruas  Semarang- Solo ,   ( i i )   ruas  Gempol - Pasuruan ,   ( i i i )  

ruas  Gempol - Pandaan,  ( i v )  3  ruas  ja l an  to l  Cikampek-

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

Cirebon ,  (v )  ruas  Sadang- Subang,  (v i )    ruas    Subang-

Dawuan,    (v i i )    ruas    Dawuan- Pal imanan,    (v i i i )  

ruas  :Surabaya- Mojoker t o ,  ( i x )  JORR seks i  W1,   (x )  Ciawi -

Sukabumi ,  (x i )  Kanc i - Pejagan ,  (x i i )  Pejagan- Pemalang,  

(x i i i )  Pemalang- Batang ,  (x i v )  Semarang- Batang ,    (xv )  

Ker tosono- Mojoker t o ,     (xv i )     Pasuruan- Probo l i nggo ,  

(xv i i )  Pandaan- Malang  ;

Bahwa Penggugat  ada lah  sa lah  satu  dar i  pemenang tender  

proyek  ja l an  to l  te rsebu t ,  ya i t u  untuk  ruas  Semarang- Solo .  

Kemenangan Penggugat  da lam tender  proyek  ja l an  to l  te rsebu t  

d i t uangkan  dalam  bentuk  Sura t  Menter i  Peker j aan  Umum No.  

JL.10 .09 - MN/360- R tangga l  1  Agustus  1996  (v i de  Bukt i   P-

1)  ;

Bahwa sebe lum Penggugat  se laku  pemenang  tender  proyek  

ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo  melakukan  keg ia tan  

inves tas i n ya ,  te r j ad i  kr i s i s  ekonomi  yang  melanda  Indones ia  

dan  beberapa  Negara  Asia  la i nnya ,  yang  membuat  Pemer in tah  

Indones ia  melakukan  langkah- langkah  daru ra t  (emergency  

measures)  untuk  mengatas i  kr i s i s  ekonomi  te rsebu t .  Salah  

satu  dar i  langkah  darura t  te rsebu t  adalah  dike lua rkannya  

Keputusan  Pres iden  No.  39/1997  ( "Keppres  No.  39/1997)  

ten tang  Penangguhan/Pengka j i an  Kembal i  Proyek  Pemer in tah ,  

Badan  Usaha  Mi l i k  Negara  dan  Swasta  yang  berka i t an  dengan  

Pemer in tah /Badan  Usaha  Mi l i k  Negara ,  Berdasarkan  keten tuan  

Keppres  No.  39/1997  in i ,  proyek  ruas  ja l an  to l  Semarang-

Solo  d i t angguhkan  pelaksanaannya  sampai  adanya  keputusan  

Pemer in tah  leb ih  lan ju t .  Meskipun  Penggugat  te l ah  

mengeluarkan  biaya  yang  sangat  besar  dalam  proses  pra-

tender  maupun  sete lah  diumumkan  sebaga i  pemenang  tender ,  

Penggugat  dapat  memahami  keputusan  Pemer in tah  guna  

menangguhkan  pelaksanaan  proyek  ja l an  to l  ruas  Semarang-

Solo ,  menginga t  saat  i t u  biaya  modal  (cos t  of  fund)  memang 

menjad i  lua r  b iasa  mahalnya  ;

Bahwa se i r i ng  lewatnya  waktu ,  Penggugat  te tap  menant i  

adanya  Keputusan  Pemer in tah  untuk  meneruskan  proyek  ja l an  

to l  ruas  Semarang- Solo  yang  d ihen t i k an  pe laksanaannya  lewat  

Disclaimer
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Keppres  No.  39/1997  te rsebu t ,  Pada  tangga l  13  Apr i l  2005,  

Penggugat  membaca  Har ian  Umum Kompas  yang  memuat  ber i t a  

dengan  judu l  "Pemer in tah  Siap  Tomboki  Kekurangan  Harga  

Tanah  :  J ika  te r j ad i  se l i s i h  anta ra  harga  taks i r an  dan  

rea l i t a  di  lapangan"  (V ide  Bukt i  P- 2) .  Dalam ber i t a  Kompas  

te rsebu t  d isebu tkan  bahwa  Pemer in tah  menjamin  kekurangan  

dana  pembebasan  tanah  bag i  Pembangunan  proyek- proyek  ja l an  

to l .  Dalam  ber i t a  i t u  di tegaskan  pu la  bahwa  Menter i  

Peker j aan  Umum  Bpk.  Djoko  Ki rmanto  menyatakan  :  

' ' . . . t e r d apa t  enam proyek  te l ah  s iap  di rea l i s a s i k an ,  yakn i  

proyek  ja l an  to l  yang   te lah  di tender  Tahun  1996- 1997,  

te tap i  d i t unda  ak iba t  kr i s i s  moneter .  

Sekarang  sudah  ada  pemenangnya.  Untuk  para  pemenang  tender  

i t u ,  kami  minta  mereka  menyusun  rencana  bisn i s  yang  baru" .  

(V ide  Bukt i  P- 2)  ;

Leb ih  jauh  lag i ,  Kompas member i t ahukan  bahwa :

"Keenam proyek  ja l an  to l  yang  sudah  ada  pemenangnya  i t u  

ada lah  ruas   ja l an  Semarang- Solo ,  Gempol - Pasuruan ,  Gempol -

Pandaan dan t i ga  ruas  di  ja l u r  Cikampek- Cirebon"  

Bahwa  sete lah  Penggugat  membaca  ber i t a  Kompas 

te r t angga l  13  Apr i l  2005  te rsebu t ,  se laku  pemenang  tender  

untuk  ruas  ja l an  to l  Semarang- Solo ,  Penggugat  mengi r imkan  

sura t  tangga l  25  Ju l i  2005  kepada  Tergugat   per iha l  

Pembaharuan  Rencana  Bisn i s  Proyek  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  

(Rev ised  Bus iness  Plan  Semarang- Solo  Tol l  Road  Pro jec t  

(V ide  Bukt i  P- 3) .  Karena  leb ih  dar i  jangka  waktu  satu  bu lan  

te rh i t u ng  dar i  sura t  Penggugat  te r t angga l  25  Ju l i  2005  

te rnya ta  Penggugat  t i dak  juga  mempero leh  tanggapan  te r t u l i s  

dar i  Tergugat ,  maka  Penggugat  mengi r imkan  sura t  kembal i  

pada  tangga l  23 September  2005  guna  meminta  tanggapan  dar i  

Tergugat  mengenai  rencana  b isn i s  yang  te l ah  

dipe rbaharu i nya .  (V ide  Bukt i   P- 4) ;

Bahwa  Penggugat  sangat  kaget  dan  kecewa  ket i ka  

mener ima  sura t  tanggapan  dar i  Tergugat  lewat  Sura t  No.  

JL.01 .03 - MN/560  te r t angga l  19  Oktober  2005  (V ide  Bukt i  P-

5) ,  yang  is i nya  menyatakan  :  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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" . . .Me ru j uk  pada  sura t  Menter i  Kimpraswi l  kepada  PT.  Jasa  

Marga  No.  JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003,  maka 

penetapan  pemenang penawaran  penanaman modal  ja l an  to l  ruas  

Semarang- Solo  dengan  Sura t  Menter i  Peker jaan  Umum tangga l  1 

Agustus  1996  No.  JL.10 .09 - MN/360- R  te lah  dinya takan  

bata l . . . " ;

Padaha l ,  Penggugat  sama seka l i  t i dak  pernah  mener ima  sura t  

dar i  Menter i  Kimpraswi l  No.  JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5  

Nopember  2003  ( "Sura t  Menkimpraswi l " )  te rsebu t .  Sampai  

dengan  di te r imanya  Sura t  Tergugat  tangga l  19  Oktober  2005  

oleh  Penggugat ,  maka  Penggugat  sama  seka l i  t i dak  pernah  

mengetahu i  bahwa  sta tusnya  sebaga i  pemenang  tender  ja l an  

to l  ruas  Semarang- Solo  te l ah  diba ta l kan  ;

Bahwa  mengetahu i  bahwa   hak- hak   hukumnya   se laku  

pemenang te l ah  d i l anggar  oleh  Tergugat  tanpa  mela lu i  proses  

hukum  yang  wajar  dan  adi l ,  Penggugat  kemudian  meminta  

kepada  Penasehat  Hukumnya  untuk  mengi r imkan  

Somasi /Teguran    kepada   Tergugat .    Hal    i t u    d ipenuh i  

o leh  Penasehat    Hukum   Penggugat    dengan    mengi r imkan  

Somasi    kepada  Terguga t    lewat    Sura t    Penasehat  

Hukum    No.     0796/SHT- WSP/XI I / 05  te r t angga l  9 Desember  

2005 (V ide  Bukt i  P- 6) ;

Bahwa  sebaga i  tanggapan  te rhadap  somasi  yang  

dik i r imkan  o leh  Penasehat  Hukum Penggugat ,  Tergugat  te lah  

mengi r imkan  Sura t  No.  01.11- Mn/653  tangga l  30 Desember  2005  

per iha l  Tanggapan  atas  Somasi  (Proyek  Ja lan  Tol  Semarang-

Solo )  (V ide  Bukt i  P- 7) .  Dalam sura t  tanggapannya ,  Tergugat  

bers i kukuh  pada  pend i r i a nnya  bahwa  kemenangan  Penggugat  

da lam tender  ruas  ja l an  to l  Semarang- Solo  te l ah  d iba ta l kan  

lewat  Sura t   Menkimpraswi l ,  dan hal  i t u  te l ah  dibe r i t a hukan  

kepada  Penggugat  lewat  Sura t  PT.  Jasa  Marga  (Perse ro )  No.  

AA.HK.01 .1674  tangga l  30  Desember  2003  yang  juga  

di l amp i r kan  dalam sura t  tanggapan  te rsebu t  (V ide  bukt i  P- 8)  

Faktanya ,  sura t  dar i  PT.  Jasa  Marga  (Perse ro )  te rsebu t  

t i dak  pernah  di te r ima  oleh  Penggugat  baru  mener ima  sura t  

te rsebu t  sete lah  Penasehat  Hukumnya mener ima  tanggapan  dar i  

Disclaimer
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Tergugat  te rhadap  somasi  yang  dik i r imkan  kepada  Tergugat .  

Penggugat  dengan  in i  Mensomir  Tergugat  untuk  membukt i kan  

adanya  tanda  te r ima  yang  sah  bahwa  sura t  te rsebu t  te l ah  

di t e r ima  oleh  Penggugat  ;

Bahwa  da lam  Sura t  Tanggapannya  atas  somasi  yang  

dik i r imkan  oleh  Penasehat    Hukum   Penggugat ,    Tergugat  

menyatakan    bahwa    a lasan  diba ta l kannya  kemenangan  

Penggugat  untuk  melaksanakan  proyek  ja l an  to l  .  Semarang-

Solo  ada lah  :  

( i ) Tidak  te rdapa t  kesepaka tan  beberapa  parameter  

inves tas i ,  ya i t u  ni l a i  inves tas i  dan ta r i f  awal  ;  dan

( i i ) Calon  inves to r  sampai  batas  waktu  yang  di ten tukan  

belum dapat  mewujudkan  secara  tegas  kemampuannya  untuk  

mendanai  penerusan  proyek  te rsebu t  ;

Alasan  yang  diu ta rakan  o leh  Tergugat  in i  ada lah  sangat  

mengada- ada dan sangat  d isk r im ina t i f  karena  sudah  je l as  

te rbuk t i  bahwa  pe laksanaan  proyek  ja l an  to l  ruas  

Semarang- Solo  dibe rhen t i k an  sampai  batas  waktu  yang  

t i dak  di ten tukan  oleh  Keppres  No.  39/1997 .  Sela in  i t u ,  

dar i  fak ta  yang  dimuat  dalam  ber i t a  har ian  Bisn i s  

Indones ia ,  je l as  te rbuk t i  bahwa  pemenang  tender  ja l an  

to l  ruas- ruas  la i nnya  dengan  pos is i  hukum yang  sama 

pers i s  dengan  Penggugat  (ya i t u  sama- sama belum memula i  

melaksanakan  proyek) ,  Tidak  Diba ta l kan  kemenangannya  

dalam tender  proyek  ja l an  to l  te rsebu t  (V ide  Bukt i  P-

9) .  Tindakan  Terguga t  membata lkan  kemenangan  tender  

Penggugat  secara  sewenang- wenang  dan  disk r im ina t i f  

je l as  merupakan  suatu  perbua tan  yang  melanggar  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  (good  governance)  

sebaga imana akan diu ra i kan  leb ih  lan ju t  d i  bawah in i  ;

Tergugat  te l ah  melanggar  Asas  Kepast i an  Hukum dengan  

membata lkan  kemenangan  tender  Penggugat  tanpa  mela lu i  

proses  hukum yang  adi l  ;

Bahwa Prof .  Drs .  CST Kans i l ,  SH da lam bukunya  "Modu l  

Hukum Admin is t r a s i  Negara"  (Penerb i t ,  Pradnya  Parami ta ,  

Halaman  110)  menyatakan  bahwa  asas  kepas t i an  hukum 

Disclaimer
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bera r t i  :

”s i kap  atau  keputusan  pejaba t  admin is t r a s i  Negara  yang  

manapun  t i dak  boleh  menimbulkan  kegoncangan  hukum  atau  

sta tus  hukum".

Sela in  i t u ,  penje l asan  Pasal  3  (1 )  Undang- Undang  No.  28  

Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  Yang  Bers ih  dan  

Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan Nepot i sme  ( "UU No.  28/1999" )  

menyatakan  :

"Asas  Kepast i an  Hukum adalah  asas  dalam Negara  hukum yang  

mengutamakan  landasan  pera tu ran  perundang- undangan,  

kepatu tan  dan kead i l an  da lam set i ap  keb i j akan  penye lenggara  

Negara" ;  

Jad i ,  seorang  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  dalam t i ndakannya  

t i dak  boleh  melakukan  t i ndakan  yang  sewenang- wenang,  yang  

dampaknya  dapat  menimbulkan  kerug ian  kepada  orang  atau  

badan  hukum yang  dengan  i t i k ad  baik  te lah  mempero leh  suatu  

hak  yang  dipe ro l eh  lewat  proses  yang  wajar  dan  benar  

(misa lnya  :  lewat  tender ) .  Tindakan  Terguga t  membata lkan  

kemenangan  tender  Penggugat  da lam  proyek  ja l an  to l  ruas  

Semarang- Solo  tanpa  mela lu i  suatu  proses  hukum yang  adi l  

(due  process  of  law)  ada lah  suatu  pelanggaran  yang  ser i us  

te rhadap  asas  Kepast i an  Hukum.  Dalam  sura t  tanggapannya  

te rhadap  Somasi  yang  d ik i r imkan  o leh  Penasehat  Hukum 

Penggugat ,  Tergugat  berda l i h  bahwa  pembata lan  di l akukan  

karena  :  

( i ) Tidak  te rdapa t  kesepaka tan  beberapa  parameter  

inves tas i ,  ya i t u  ni l a i  inves tas i  dan ta r i f  awal  ;  dan 

( i i ) Calon  inves to r  sampai  batas  waktu  yang  di ten tukan  

belum  dapat  mewujudkan     secara     tegas  

kemampuannya     untuk     mendanai  penerusan  proyek  

te rsebu t  ;

Namun  demik ian ,  pembata lan  i t u  d i l akukan  oleh  Tergugat  

secara  semena- mena,  tanpa  member ikan  kesempatan  yang  adi l  

kepada  Penggugat  untuk  membela  d i r i  dan  menje laskan  

komi tmen  inves tas i nya  dalam  suatu  proses  hukum yang  fa i r  

dan obyek t i f  (due  process  of  law)  ;
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Bahwa se la i n  fak ta  bahwa Tergugat  melakukan  t i ndakan  

sewenang- wenang  yang  melanggar  asas  kepast i an  hukum,  

Tergugat  juga  nyata - nyata  melanggar    Asas    Larangan  

Melakukan    Disk r im ina t i f    Hukum,    karena  berdasarkan  

pember i t ahuan  har ian  Bisn i s  Indones ia  (yang  t i dak  pernah  

diban tah  kebenarannya  oleh  Tergugat ) ,  je l as  te r l i h a t  adanya  

disk r im ina t i f  hukum  yang  sangat  kenta l  lewat  fak ta  

ber i ku t  :

( i ) Terdapat  13  pemenang  tender  proyek  ja l an  to l  se jak  

Tahun 1997 yang  sampai    dengan    d ia jukannya    gugatan  

in i    be lum   melaksanakan  proyeknya  ;  dan 

( i i ) Tergugat  t i dak  membata lkan  kemenangan  tender  ke- 13 

pemenang tender  in i .  (V ide  Bukt i  P- 9)  ;

Tindakan  Tergugat  in i  je l as  merupakan  t i ndakan  yang  sangat  

d isk r im ina t i f ,  karena  te rhadap  s i t uas i  hukum  yang  sama 

(ya i t u  sama- sama  belum  melaksanakan  proyek  pembangunan  

ja l an  to l ) ,  Terguga t  menerapkan  Per lakuan  Hukum  Yang 

Berbeda  (ya i t u  dengan  membata lkan  kemenangan  tender  

Penggugat ,  tap i  membiarkan  pemenang tender  yang  la i n  dengan  

s i t uas i  yang  sama  te tap  mempero leh  haknya  untuk  

melaksanakan  proyek  ja l an  to l  te rsebu t )  ;

Bahwa fak ta  t i ndakan  Tergugat  membata l kan  kemenangan  

tender  Penggugat  ada lah  suatu  perbua tan  yang  sewenang-

wenang  te rbuk t i  dar i  Pengakuan  Bpk.  Suyono  Dikun ,  

Sekre ta r i s  I  Komi te  Kebi j akan  Percepa tan  Pembangunan  

In f r as t r u k t u r  (KKPPI /Deput i  Menko  Perekonomian  Bidang  

In f r as t r u k t u r  dan  Pengembangan  Wi layah  yang  da lam  Koran  

Bisn i s  Indones ia  menyatakan  :

" t i dak  ada  keten tuan  yang  mengatur  apabi l a  ca lon  inves to r  

tak  kun jung  merea l i sas i kan  proyeknya  merupakan  keke l i r uan  

masa la l u "  (V ide  Bukt i  P- 9) ;  J ika  te rhadap  ke- 13  pemenang  

tender  la i nnya  dika takan  t i dak  ada  keten tuan  yang  mengatu r  

apab i l a  ca lon  inves to r  tak  kun jung  merea l i sas i k an  

proyeknya ,  lan tas  kenapa  te rhadap  Penggugat  di l akukan  

pembata lan  kemenangan  tender  meskipun  keten tuannya  t i dak  

ada??? Dalam ber i t a  yang sama,  Tergugat  juga  menyatakan  :
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" i nves to r  minta  waktu  untuk  menyusun  kembal i  perencanaan  

bisn i s  proyek  untuk  d isesua i kan  dengan  ind i ka to r  kont rak  

yang  banyak  berubah  se jak  tu j uh  tahun  la l u ,  sete lah  kr i s i s  

monete r " ;

Kembal i ,  te r l i h a t  adanya  disk r im ina t i f  yang  lua r  b iasa  

je l as  karena  inves to r  la i n  d ibe r i  kesempatan  untuk  menyusun  

kembal i  perencanaan  bisn i s  proyek ,  sementara  Penggugat  sama 

seka l i  t i dak  dibe r i  kesempatan ,  padaha l  Penggugat  juga  

sudah  memasukkan  rencana  pelaksanaan  proyek  yang  baru  

( rev i sed  bus iness  plan )  (V ide  Bukt i  P- 3) .  Dar i  fak ta - fak ta  

in i  je l as  bahwa  se la i n  te lah  melanggar  asas  kepas t i an  

hukum,  Tergugat  te l ah  melakukan  t i ndakan  yang  sewenang-

wenang  (de tou rnement  de  pouvo i r )  dan  melanggar  asas  

la rangan  melakukan  d isk r im inas i  hukum ;

Tergugat  te l ah  melanggar  asas  te r t i b  penye lenggaraan  Negara  

;

Bahwa   pen je l asan    Pasal    3   (2 )    Undang- Undang  

No.    28/1999  menyatakan  :

"Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  adalah  asas  yang  

menjad i  landasan  kete ra tu r an ,  keseras ian  dan  kese imbangan  

dalam pengenda l i an  penye lenggaraan  Negara  "  ;

Berdasarkan  fak ta  bahwa  Tergugat  memper lakukan  inves to r  

dengan  s i t uas i  hukum  yang  sama  dengan  per l akuan  yang  

berbeda,  membukt i kan  bahwa  Terguga t  beker j a  tanpa  adanya  

kete ra tu r an  (ya i t u  per lakuan  yang  sama  te rhadap  orang  

dalam  s i t uas i  yang  sama)  maupun  keseras ian  dan  

kese imbangan  da lam  penye lenggaraan  Negara .  Hal  in i  

te rbuk t i  dar i  fak ta  bahwa  t i dak  ada  kese imbangan  dan  

keseras ian  per lakuan  dalam  menghadap i  inves to r  dengan  

s i t uas i  hukum yang  sama (ya i t u  be lum  melaksanakan  proyek  

ja l an  to l ) .  Hal  in i  membukt i kan  bahwa  Tergugat  te l ah  

melanggar  asas  te r t i b  penye lenggaraan  Negara ,  dan  oleh  

karena  i t u  keputusan  Terguga t  yang  sangat  merug ikan  

Penggugat  harus  d inya takan  bata l  o leh  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;  

Tergugat  te l ah  melanggar  Asas  Keterbukaan  ;
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Bahwa   pen je l asan    Pasal    3   (4 )    Undang- Undang  

No.    28/1999  menyatakan  bahwa :

"Asas    Keterbukaan    ada lah    asas    yang    membuka   d i r i  

te rhadap    hak  masyaraka t    untuk    mempero leh    in fo rmas i  

yang    benar ,    ju j u r   dan    t i dak  d isk r im ina t i f  ten tang  

penye lenggaraan  Negara  dengan  te tap  memperhat i kan  

per l i n dungan  atas  hak  asas i  pr ibad i  go longan  dan  rahas ia  

Negara"  ;  

Dalam kasus  in i ,  Tergugat  te l ah  melanggar  asas  kete rbukaan ,  

karena  :  

( i ) Tergugat  te lah  membata lkan  kemenangan  tender  Penggugat  

tanpa  member ikan  alasan  yang  te rbuka ,  ju j u r  dan  t i dak  

disk r im ina t i f ;  dan 

( i i ) Tergugat  t i dak  pernah  member i t ahukan  adanya  Sura t  

Menkimpraswi l  yang  membata lkan  kemenangan  tender  

Penggugat  lewat  cara - cara  berkomunikas i  yang sah;

Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  Sura t  Menkimpraswi l  

sete lah  Penggugat  berupaya  untuk  mempero leh  k la r i f i k a s i  dan  

konf i rmas i  dar i  Tergugat  atas  pelaksanaan  proyek  ja l an  to l  

Semarang- Solo  yang  di tuangkan  dalam  perubahan  rencana  

bisn i s  ( rev i sed  bus iness  plan ) .  Seanda inya  Penggugat  

bers i kap  pas i f  dan  hanya  menunggu  in fo rmas i  dar i  Terguga t ,  

maka  sampai  kapanpun  Penggugat  t i dak  akan  mempero leh  

in f o rmas i  mengenai  pe laksanaan  proyek  yang  menjad i  haknya  

se laku  pemenang tender  proyek  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo .  

Hal  in i  membukt i kan  bahwa  Tergugat  te lah  melanggar  Asas  

Keterbukaan  yang  merupakan  bag ian  yang  pent i ng  dar i  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  ;

Tergugat  te l ah  melanggar  Asas  Propors iona l i t a s  ;

Bahwa   pen je l asan    Pasal    3   (5 )     Undang- Undang  

No.    28/1999  menyatakan  bahwa :

"Asas  Propors i ona l i t a s  ada lah  asas  yang  mengutamakan  

kese imbangan  anta ra  hak  dan kewaj i ban  penye lenggara  Negara"  

;

Berdasarkan     Asas     Propors iona l i t a s     in i ,     se la i n  

memi l i k i     hak  (a tau  kewenangan) ,    Tergugat  juga  
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memi l i k i    kewaj i ban    untuk   memper lakukan  set i ap  orang  

secara  adi l ,  te rbuka  dan obyek t i f  ;

Penggunaan  kewenangan  secara  ber leb i han  tanpa  dasar  hukum 

atau  alasan  yang  sah  dapat  d igo longkan  sebaga i  suatu  

t i ndakan  penya lahgunaan  wewenang (de tou rnement  de pouvo i r ) .  

Dalam  kasus  in i ,  t i ndakan  Tergugat  dapat  d igo longkan  

sebaga i  pe langgaran  te rhadap  asas  propors i ona l i t a s ,  karena  

Tergugat  te l ah  melakukan  t i ndakan  yang  t i dak  propors iona l  

da lam membata lkan ,  kemenangan tender  Penggugat  ya i t u  :

( i ) . tanpa  member ikan  kesempatan  kepada  Penggugat  untuk  

membela  d i r i  ;  dan 

( i i ) tanpa  menawarkan  kompensas i  atau  gant i  kerug ian  

te rhadap  sega la  b iaya- biaya  yang  te l ah  d ike lua rkan  oleh  

Penggugat  da lam  mengiku t i  tender  proyek  ja l an  to l .  

Padaha l ,  da lam ber i t a  Bisn i s  Indones ia  (V ide  Bukt i  P- 9)  

secara  gamblang  Bpk.  Suyono  Dikun ,  Sekre ta r i s  I  KKPPI / -

Deput i  Menko  Perekonomian  Bidang  In f r as t r u k t u r  dan  

Pengembangan  Wi layah  mengaku i  bahwa  ka laupun  ke- 13 

pemenang  tender  yang  belum     melaksanakan     proyek  

akan     d iba ta l kan     haknya     untuk  melaksanakan  

proyek ,     kemungk inan     Pemer in tah    akan    d imin ta  

membayar    kompensas i     o leh     inves to r ,     dan  

beban     pember ian  kompensas i  te rsebu t  akan  d ia l i h kan  

ke inves to r  baru  ;  

Berdasarkan   fak ta   in i ,   je l as   bahwa  dengan  membata lkan  

kemenangan  tender  Penggugat  tanpa  menawarkan  suatu  

kompensas i  apapun,  Tergugat  te lah   melakukan  t i ndakan  yang  

t i dak  sa ja  sewenang- wenang,  tap i  juga  melanggar  asas  

propors i ona l i t a s  (berka i t a n  dengan  penghormatan  te rhadap  

hak  dan kewaj i ban  para  pihak )  ;

Kesimpulan  Perkara  dan Tuntu tan  Penggugat  ;

Berdasarkan  fak ta - fak ta  yang  te l ah  d iu ra i kan  di  atas ,  

te rbuk t i  bahwa dengan  mengeluarkan  Sura t  Menkimpraswi l  yang  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

dar i  gugatan  Tata  Usaha  Negara  in i ,  Terguga t   te l ah  

melanggar  :
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( i )  Asas    Kepast i an    Hukum   (dan    la rangan  

melakukan    d isk r im inas i  hukum);

( i i ) Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  ;  

( i i i ) Asas  Keterbukaan  ;  dan 

( i v )    Asas  Propors i ona l i t a s  ;

Yang  se lu ruhnya  merupakan  asas- asas  yang  sangat  pent i ng  

dalam Asas  Asas  Umum  Pemer in tahan  Yang Baik .  Oleh  karena  

i t u ,  sesua i  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  po in  (b )  UU No.  

9/2004,  Gugatan  Tata  Usaha  Negara   yang    d ia jukan    o leh  

Penggugat    in i    harus    d ikabu l kan  karena  Penggugat  mampu 

membukt i kan  bahwa Keputusan  Tata  Usaha Negara  y ang  diguga t  

(ya i t u  pembata lan  atas  kemenangan  tender  Penggugat  mela lu i  

Sura t  Menkimpraswi l )  ada lah  suatu  Keputusan  yang  

ber ten tangan  dengan Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  

Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  agar  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Penggugat  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Menter i  

Peker j aan  Umum  Republ i k  Indones ia  (dahu lu  bernama 

Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah)  yang  

membata lkan  kemenangan  Penggugat  dalam  penawaran  

penanaman  modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo  yang  

di t uangkan  dalam Sura t  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  

Wi layah  No.  JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5 Nopember  2003 ;  

3. Memer in tahkan  Menter i  Peker j aan  Umum Republ i k  Indones ia  

untuk  mencabut  Sura t  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  

Wi layah  No.  JL.01 .03 - Mn/738  tangga l )  5  Nopember  2003  

mengenai  pembata lan  kemenangan  Penggugat  se laku  pemenang  

penawaran  penanaman modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo ;

4. Memer in tahkan  Menter i  Peker j aan  Umum Republ i k  Indones ia  

untuk  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  baru  yang  is i nya  sama 

pers i s  dengan  Sura t  Menter i  Peker jaan  Umum Republ i k  

Indones ia  No.  JL.10 .09 - MN/360- R tangga l  1  Agustus  1996  

atau  yang  ber i s i  pengakuan  te rhadap  Penggugat  sebaga i  

pemenang  tender  proyek  ja l an  to l  untuk  ruas  Semarang-
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Solo  ;  

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t :

A.   Ekseps i  Abso lu t

Bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  

memer iksa  gugatan  in i  karena  Sura t  Menter i  Permuk iman  

dan  Prasarana  Wi layah  No.  JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5 

Nopember  2003  (Buk t i  T- 1)  yang  di j ad i kan  dasar  gugatan  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  sura t  yang  ber i s i  pembata lan  

Penggugat  sebaga i  inves to r  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  

berdasarkan  pene l i t i a n  te rhadap  dokumen,  sura t - sura t  dan  

rapa t  pembahasan  anta ra  PT.  Jasa  Marga  (Perse ro ) ,  

Tergugat  Pemer in tah  Prov ins i  Jawa Tengah  dan  Penggugat ,  

te rbuk t i  Penggugat  menghadap i  ket i dakmampuan  dalam  hal  

pembiayaan  penye lenggaraan  proyek  ja l an  to l  Semarang-

Solo ,  dan  sura t  No.  JL01.03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  

2003  te lah  di te r ima  dengan  sah  oleh  Penggugat .  Bahwa 

sura t  menyura t  te r sebu t  merupakan  per i s t i wa  hukum 

perda ta .  Dengan  demik ian  sengke ta  a  quo  merupakan  

yur i sd i k s i  Pengadi l an  Neger i  (Perka ra  Perdata )  dan bukan  

yur i sd i k s i  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  ;

Oleh    karena    i t u    Maje l i s    Hakim    Pengadi l an  

Tata    Usaha    Negara  menyatakan  t i dak  berwenang  

memer iksa  perkara  a quo;  

B.   Ekseps i  Premato i r

1. Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  

mengenai  masalah  tenggang  waktu  pener imaan  Sura t  

Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  

JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5 Nopember  2003  (V ide  Bukt i  

T- 1)  dan  te l ah  d isampaikan  o leh  PT.  Jasa  Marga  

(Perse ro )  dengan  Sura t  No.  AAPB.631  tangga l  30  

Desember  2003 (Buk t i  T- 2) .  
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Surat  te rsebu t  te rbuk t i  te lah  di te r ima  oleh  

Penggugat  dengan  sah  (Buk t i  T- 3) .  Berdasarkan  dal i l  

dan  bukt i  te rsebu t  Terguga t  mampu membukt i kan  bahwa 

Sura t  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  

JL01.03- Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  (V ide  Bukt i  

T- 1)  te l ah  d i t e r ima  o leh  Penggugat .  Sehingga  

gugatan  Penggugat  te rbuk t i  t i dak  memenuhi  syara t  

Pasa l  55  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  

mengharuskan  gugatan  dia jukan  dalam  tenggang  waktu  

90  har i  se jak  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

di t e r ima  ;

2. Bahwa  karena  gugatan  Penggugat  te lah  melewat i  

tenggang  waktu  seper t i  yang  di i s ya ra t kan   o leh  

Undang- Undang  maka gugatan  in i  harus  di to l a k  ;  

C.   Ekseps i  Obscuur  Libe l

1.  Bahwa gugatan  Penggugat  obscuur  l i be l  karena  Sura t  

Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  

JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  per iha l  

Pembata lan  Penetapan  Pemenang  Penawaran  Penanaman 

Modal  Ja lan  Tol  Ruas  Semarang- Solo  (V ide  Bukt i  T- 1)  

ada lah  sura t  b iasa  t i dak  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan f i na l  berdasarkan  Pasal  1 ayat  (3 )  UU 

No.  5  Tahun  1986  jo .  UU No.   9  Tahun  2004  (Gugatan  

Obscuur  L ibe l ) ;

2.   Bahwa    sura t    Menter i     Peker jaan     Umum 

No.     JL.01 .03 - MN/560  te r t angga l  19  Oktober  2005  

per iha l  :  Sta tus  PT.  Karsa  Semesta  Indah  pada   Ja lan  

Tol   Ruas  Semarang- Solo  yang   ber i s i   pember i t ahuan  

bahwa  Penggugat  (PT.  KSI)  sudah  diba ta l kan  sebaga i  

pemenang  penawaran  penanaman  modal    ja l an    to l  

ruas    Semarang  Solo  berdasarkan  Sura t  Menter i  

Kimpraswi l  No.  JL01.03- Mn/738  tangga l  5  Nopember  

2003.  Sura t  te rsebu t  d i  atas  merupakan  jawaban  atas  

sura t  Penggugat  tangga l  25  Ju l i  2005  dan  23  
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September  2005,  seh ingga  sura t  Menter i  Peker jaan  

Umum No.  JL.01 .03 - MN/560  te r t angga l  19  Oktober  2005  

per iha l  :  Sta tus  PT.  Karsa  Semesta  Indah  pada  Ja lan  

Tol  Ruas Semarang- Solo  secara  te rang  dan  je l as  bukan  

merupakan  obyek  gugatan  Tata  Usaha  Negara ,  karena  

sura t  te rsebu t  t i dak  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  

dan  f i na l  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3 )  UU No.  5 

Tahun  1986  jo .  UU No.  9  Tahun  2004  (Gugatan  Obscuur  

Libe l )  ;

3.  Bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  kons is t en  karena  

anta ra  pos i t a  dan  pet i t um  t i dak  sama.  Dalam 

pos i t anya  Penggugat  mendal i l k an  bahwa  yang  menjad i  

obyek  sengketa  ada lah  2  Sura t  Menter i  ya i t u  Sura t  

Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  

JL01.03- Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  dan  Menter i  

Peker j aan  Umum No.  JL.01 .03 - MN/560  te r t angga l  19  

Oktober  2005,  namun dalam pet i t umnya  Penggugat  hanya  

memohonkan  pembata lan  Sura t  Menter i  Permuk iman  dan 

Prasarana  Wi layah  No.  JL01.03- Mn/738  tangga l  5 

Nopember  2003  sa ja ,  seh ingga  te rbuk t i  anta ra  pos i t a  

dan  pet i t um  Penggugat  t i dak  kons is t en .  Oleh  karena  

i t u  gugatan  Penggugat  patu t  atau  set i dak - t i daknya  

t i dak  dapat  d i t e r ima ;

4.   Berdasarkan  dal i l - da l i l  te rsebu t  d i  atas  Tergugat  

mohon  Maje l i s  Hakim  menolak  gugatan  Penggugat  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  :  

Tenggang Waktu  Gugatan  :

- Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  55 Undang- Undang No.  

9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  d imana  

Pasa l  55  menyebutkan  :  Gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  

dalam  tenggang  waktu  90  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  in i  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;  
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- Bahwa  sesua i  dengan  alasan  gugatan  Penggugat ,  ada lah  

Sura t  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  

JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  ( "Sura t  

Menkimpraswi l " ) ,  per iha l  Pembata lan  Penetapan  Pemenang 

Penawaran  Penanaman  Modal  Ja lan  Tol  Ruas  Semarang- Solo  

(T- 1.1 ) ,  baru  dike tahu i  o leh  Penggugat  lewat  Sura t  

Tergugat   No.  JL.01 .03 - MN/560  te r t angga l  19  Oktober  

2005,  ada lah  t i dak   benar / t i d a k  tepa t  ;

- Bahwa Sura t  Menter i  Permuk iman  dan Prasarana  Wilayah  No.  

JL.01 .03 - Mn/738  te r t angga l  5  Nopember  2003  ( "Sura t  

Menkimpraswi l " ) ,  per iha l  Pembata lan  Penetapan  Pemenang 

Penawaran  Penanaman  Modal  Ja lan  Tol  Ruas  Semarang- Solo  

te lah  dibe r i t a hukan  oleh  Tergugat  In te r vens i  kepada  

Penggugat ,  dengan  Sura tnya  No.  AA.HK01.1874  te r t angga l  

30  Desember  2003  (Buk t i  T. I - 2) ,  yang  te l ah  di te r imakan  

oleh  Penggugat  dengan  bukt i  tanda  te r ima  sura t  yang  

te lah  di t anda  tangan i  o leh  pihak  Penggugat  (Buk t i  T. I -

3) ,  sura t  mana menje laskan  dengan  adanya  Sura t  Menter i  

Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  JL01.03- Mn/738  

te r t angga l  5 Nopember  2003  mengenai  pembata lan  penetapan  

PT.  Karsa  Semesta  Indah  sebaga i  Pemenang  Penawaran  

Penanaman  Modal  Ja lan  Tol  Ruas  Semarang- Solo ,  maka 

rencana  ker j asama  anta ra  Terguga t  In te r vens i  ( i n  casu  

PT.  Jasa  Marga  (Persero )  dengan  Penggugat  ( i n  casu  PT.  

Karsa  Semesta  Indah)  da lam  penye lenggaraan  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo  berakh i r  ;

- Bahwa  berdasarkan  Bukt i  T.1- 1,  Bukt i  T. I - 2  dan  Bukt i  

T. I - 3,  Penggugat  set i dak - t i daknya      te l ah  

mengetahu i      keberadaan      Sura t      Menter i  

Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.  JL01.03- Mn/738  

te r t angga l  5  Nopember  2003  ( "Sura t  Menkimpraswi l " ) ,  

per iha l  Pembata lan  Penetapan  Pemenang  Penawaran  Modal  

Ja lan  Tol  Ruas Semarang- Solo ,  seh ingga  gugatan  Penggugat  

te lah  lewat  tenggang  waktu  yang  di ten tukan  oleh  Pasal  55  

Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  No.    5  Tahun   1986  ten tang   Perad i l an  
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Tata   Usaha  Negara ,  maka gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ;  Bahwa berdasarkan   ha l - ha l  te r sebu t  d i  atas ,  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim   Pengad i l an   Tata   Usaha 

Negara   berkenan   agar   memutuskan  sebaga i  ber i ku t  :  

Menyatakan  Gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  atau  

di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a   No.   08/G/2006 /PTUN- JKT tangga l  30 Mei  2006  

ada lah  sebaga i   ber i ku t   :

Dalam Ekseps i  :

- Menyatakan  ekseps i - ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  t i dak  di te r ima  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  in i  sebesar  Rp.258 .000 , -  (dua  ra tus  l ima  pu luh  

delapan  r ibu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Tingg i   Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a    No.  142/B /2006 /PT .TUN.JKT.  tangga l  

18 Oktober  2006  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- Mener ima  permohonan band ing  dar i  Penggugat /Pemband ing  ;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  

Nomor  :  08/G/2006 /PTUN- JKT. ,  tangga l  30  Mei  2006  yang  

dimohonkan  band ing  ;

- Menghukum  Penggugat /Pemband ing  untuk  membayar  biaya  

perkara  kedua  t i ngka t  perad i l a n  yang  untuk  t i ngka t  

band ing  di te t apkan  sebesar  Rp.400.000 , -  (empat  ra tus  

r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  

175  K/TUN/2007  tangga l  22  Januar i  2008  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

PT.KARSA SEMESTA INDAH te rsebu t  ;

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  
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Jakar ta  No.  142/B /2006 /PT .TUN.JKT.  tangga l  18  Oktober  

2006  yang  menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  No.  08/G/2006 /PTUN.JKT.  tangga l  30  Mei  

2006 te rsebu t  ;

Mengadi l i  Sendi r i  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  bata l  Keputusan  Menter i  Peker j aan  Umum 

Republ i k  Indones ia  (dahu lu  bernama  Menter i  Permuk iman  

dan  Prasarana  Wi layah)  yang  membata lkan  kemenangan  

Penggugat  da lam penawaran  penananaman modal  ja l  to l  ruas  

Semarang  Solo  yang  di tuangkan  dalam  Sura t  Menter i  

Permuk iman  dan  Prasarana  Wilayah  No.  J l . 01 .03 - Mn/738  

tangga l  5 Nopember  2003 ;

3. Mencabut  Sura t  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  

No.  J l . 01 .03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  mengenai  

pembata lan  kemenangan  Penggugat  se laku  pemenang 

penawaran  penanaman modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo  ;

4. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya  ;

Menghukum  Para  Termohon  Kasas i  untuk  membayar  biaya  

perkara  da lam  t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp.500 .000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Mahkamah Agung  

No.  175  K/TUN/2007  tangga l  22  Januar i  2008  dibe r i t a hukan  

kepada  Termohon  Kasas i  I  dan  I I /  Terguga t ,Te rguga t  I I  

In te r vens i / Te rband ing  kemudian  te rhadapnya  o leh   Termohon  

Kasas i  I ,  dan I I / Te rguga t ,Te rguga t  I I  In te r vens i / Te rband ing  

(dengan  peran ta raan  kuasanya ,  berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  tangga l  28  November  2008  dan  18  November  2008)  

dia j ukan  permohonan  penin jauan  kembal i  secara  l i san  pada  

tangga l  03  Desember  2008  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  

permohonan  pen in jauan  kembal i  No.  08/G/2006 /PTUN- JKT  yang  

dibua t  o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar t a ,  

permohonan  mana dise r t a i  dengan  memor i  penin j auan  kembal i  

yang  memuat   a lasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  pada  tangga l   03  
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Desember  2008 ;

 Bahwa  sete lah  i t u  o leh  Pemohon 

Kasas i /Pengguga t /Pemband ing  yang  pada  tangga l  09  Desember  

2008  te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i   pen in j auan  kembal i  

dar i  Termohon  Kasas i  I  dan  I I / Te rguga t ,Te rguga t  I I  

In te r vens i / Te rband ing  dia j ukan  jawaban  memor i  pen in j auan  

kembal i  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada tangga l  06 Januar i  2009 ;

Menimbang,  bahwa permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo  

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama,  dia j ukan  da lam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  di ten tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  permohonan  penin jauan  kembal i  te rsebu t  fo rma l  

dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  yang  d ia j ukan  oleh  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  I /Te rguga t  da lam  memor i  

pen in j auan  kembal i  te r sebu t  pada pokoknya  ia l ah :

I  .  DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PK :

1. Bahwa  berdasarkan  Pasa l  23  Undang- Undang  Nomor  4 

tahun  2004  ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  ( "UU Kekuasaan  

Kehak iman" ) ,  Permohonan  PK dapat  d i l akukan  te rhadap  

putusan  yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap .  

Permohonan  PK in i  adalah  permohonan  yang  bers i f a t  

"upaya  hukum lua r  biasa"  karena  hanya  dapat  d ia jukan  

atas  dasar  "ha l  atau  keadaan  te r t en tu "  sebaga imana  

dia tu r  d i  da lam undang- undang;

2.   Bahwa  Pengajuan  Permohonan  PK in i  d idasarkan  pada  

alasan- a lasan :

a.   Dalam Putusan  Kasas i  te rdapa t  "sua tu  kekh i l a f an  atau  

suatu   keke l i r u an  yang  nyata "  dar i  Maje l i s  Hakim 

Kasas i  ( "Judex  Jur i s " )  da lam  memutus  perkara  aquo.  

Dengan demik ian  te rhadap  Putusan  Judex  Jur i s  te rsebu t  

dapat  d ia j ukan  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  23 UU Kekuasaan  Kehak iman  

Jo.  Pasa l  67 huru f  f  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 2004  

ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  
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1985  ten tang  Mahkamah Agung ( "UU Mahkamah Agung" )  jo .  

Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  Nomor  23/PK/TUN/2001  

tangga l  29  Mei  2002  yang  menyatakan  bahwa  Putusan  

Mahkamah Agung  da lam t i ngka t  Kasas i  te l ah  diba ta l kan  

oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  upaya  hukum 

Penin jauan  Kembal i  dengan  per t imbangan  hukum  bahwa 

Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  te rsebu t  te rdapa t  

"keke l i r u an  yang  nyata " .

b.   Di temukannya  sura t - sura t  bukt i  baru  yang  bers i f a t  

menentukan  yang  pada  waktu  perkara  d ipe r i k sa  t i dak  

dapat  d i temukan  (Pasa l  67 huru f  b UU Mahkamah Agung)

c.  Putusan  didasarkan  pada  suatu  kebohongan  atau  t i pu  

musl iha t  p ihak  lawan  yang  dike tahu i  sete lah  

perkaranya  dipu tus  (Pasa l  67  huru f  a  UU Mahkamah 

Agung) .

I I . PENGAJUAN PERMOHONAN PK TELAH MEMENUHI  KETENTUAN 

HUKUM YANG BERLAKU

      3.  Bahwa permohonan  aquo dia j ukan  atas  dasar :

a.   Adanya  kekh i l a f an  Judex  Jur i s  seh ingga  menimbulkan  

adanya  keke l i r u an  yang  nyata  pada  Putusan  Judex  

Jur i s .  Oleh  karenanya  sesua i  Pasa l  69  huru f  d  UU 

Mahkamah  Agung,  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

te rsebu t  harus  dia j ukan  da lam  jangka  waktu  180  

(se ra tus  delapan  pu luh )  har i  se jak  putusan  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  dan  te l ah  

dibe r i t a hukan  kepada  para  pihak  yang  berperka ra ;

b.    Di temukannya  sura t - sura t  bukt i  baru  yang  

bers i f a t  menentukan  yang  pada  waktu  perkara  

dipe r i k sa  t i dak  dapat  d i t emukan.  Oleh  karenanya  

sesua i  Pasa l  69  huru f  b  UU  Mahkamah  Agung,  

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  te rsebu t  harus  

dia jukan  dalam  jangka  waktu  180  (se ra tus  delapan  

puluh)  har i  se jak  di temukan  sura t - sura t  bukt i ,  yang  

har i  ser ta  tangga l  d i t emukannya  harus  dinya takan  

dibawah  sumpah  dan  d isahkan  oleh  pejaba tyang  
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berwenang  ;

c.      Putusan  didasarkan  pada  suatu  kebohongan  atau  

t i pu  musl iha t  p ihak  lawan  yang  d ike tahu i  sete lah  

perkaranya  dipu tus .  Oleh  karenanya  sesua i  pasa l  69 

huru f  a  UU Mahkamah  Agung,  Permohonan  Penin jauan  

Kembal i  te rsebu t  d ia jukan  dalam  jangka  waktu  180  

(se ra tus  delapan  puluh)  har i  se jak  d ike tahu i  

kebohongan  atau  t i pu  musl iha t .

4.  Bahwa se lan ju t nya  sebaga imana  dia tu r  d ida lam  Pasa l  70  

UU Mahkamah Agung,  permohonan  pen in jauan  kembal i  waj i b  

dia j ukan  oleh  pemohon pen in jauan  kembal i  kepada  Mahkamah 

Agung  mela lu i  Ketua  Pengad i l an  Tingka t  per tama  yang  

memutus  perkara ;

5.  Bahwa  Relas  Pember i t ahuan  is i  Putusan  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  No.  175  K/TUN/2007  te r t angga l  22 

Januar i  2008  te l ah  di t e r ima  oleh  Pemohon  PK  I  pada  

tangga l  11 Jun i  2008 (Lampi ran  PK 11- 1) ;

6. Bahwa  se lan ju t nya  Pemohon  PK  I  te l ah  menyatakan  

Permohonan  PK dise r t a i  dengan  menyerahkan  Memor i  PK in i  

mela lu i  kanto r  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada  tangga l  4  Desember  2008,  ya i t u  

sebe lum batas  waktu  Permohonan  PK yg  ja tuh  pada tangga l  

11  Desember  2008.  Dengan  demik ian  Permohonan  PK in i  

d i l akukan  sebe lum  jangka  waktu  180  (se ra tus  de lapan  

puluh )  har i  berakh i r  dan  dengan  ta ta  cara  yang  te lah  

di t en tukan  oleh  undang- undang.  Oleh  karenanya  

Permohonan  PK in i  sah  menuru t  hukum dan  waj ib  di te r ima  

oleh  Yang Terhormat  Maje l i s  Hakim PK.

I I I .  ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PK :

Bahwa   a lasan- alasan    permohonan    penin j auan    kembal i  

se lengkapnya    ada lah    sebaga i  ber i ku t :

ALASAN PERTAMA :

Adanya  kekh i l a f an  hak im  atau  keke l i r u an  yang  nyata  dar i  
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judex  ju r i s  karena  te lah  melakukan  peni l a i an  te rhadap  bukt i  

P- 15 ( lamp i ran  PK I - 2)  d imana pen i l a i an  te rhadap  suatu  a la t  

bukt i  bukan lah  wewenang dar i  judex  ju r i s

a. Bahwa  satu - satunya  per t imbangan  hukum  yang  menjad i  

dasar  bag i  Judex  Jur i s  untuk  mengabu lkan  permohonan  

kasas i  aquo ada lah  sebaga i  ber i ku t :

"Men imbang  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :

- Bahwa  Judex  Fact i  mendasarkan  per t imbangan  te rsebu t  

dengan  menunjuk  bukt i  P- 15  berupa  sura t  Bundesen  & 

Assoc ia tes  a.n .  Wardel l  Finance  (Aus t ra l i a )  Pty .L td ;

- Bahwa  apab i l a  di te l i t i  P- 15  bukt i  te rsebu t  jus t r u  

membukt i kan  te rsed ianya  dana  dar i  Warde l l  Finance  

(Aus t ra l l a ) P t y  Ltd ,  yang  akan  disa lu r kan  untuk  proyek  

Semarang- Solo  dan dana yang  d imaksud  t i dak  memer lukan  

jaminan  sebaga i  pendukung  dar i  p ihak  Indones ia  dengan  

demik ian  bag i  PT Karsa  Semesta  Indah /Penggugat  t i dak  

ada permasa lahan  pendanaan  karena  sudah  te rsed ia  dana  

untuk  pembangunan  proyek  ja l an  to l  Semarang- Solo ,  

inves to r  hanya  meminta  kepas t i an  ten tang  konses i  dar i  

PT.  Jasa  Marga  ( te rguga t  I I  In te r vens i )  sebaga i  

pe laksana  penye lenggaraan  ja l an  to l  Semarang- Solo  

te rsebu t

- Bahwa  dengan  demik ian  penerb i t an  obyek  sengketa  

ten tang  Pembata lan  Penetapan  Penawaran  Penanaman 

Modal ,  ja l an  Tol  Semarang- Solo  a.n .  PT.  KSI  dengan  

alasan  t i dak  te rsed ianya  dana  ada lah  t i dak  bera lasan  

karenanya  harus  dinya takan  bata l .

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  dengan  

in i  t i dak  per lu  mempert imbangkan  alasan- a lasan  yang  la i nnya  

Mahkamah  Agung  berpendapat  te l ah  cukup  alasan  untuk  

mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  te rsebu t  

dan  membata lkan  putusan  Pengad i l an  Ting i  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  No.  142/B /2006 /PT .TUN.JKT  tangga l  18  Oktober  2006  

yang  menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  
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Jakar ta  No.  08/G/2006 /PTUN.JKTtangga l  30 Mei  2006" .

b. Bahwa  atas  dasar  satu - satunya  per t imbangan  hukum 

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  Judex  Jur i s  te l ah  

member ikan  amar  putusan  yang  sangat  merug ikan  Pemohon PK 

I I  ya i t u :

"Menyatakan  bata l  Keputusan  Menter i  Peker j aan  Umum 

Republ i k  Indones ia  (dahu lu  bernama  Menter i  Permuk iman  

dan  Prasarana  Wilayah)  yang  membata lkan  kemenangan  

Penggugat  da lam penawaran  penanaman Modal  ja l an  to l  ruas  

Semarang- Solo  yang  di t uangkan  dalam  Sura t  Menter i  

Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  No.JL .01 .03 - MN/738  

tangga l  5 Nopember  2003;

"Mencabut  Sura t  Menter i  Permuk iman dan Prasarana  Wilayah  

No.  J I .01 .03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  mengenai  

pembata lan  kemenangan  Penggugat  se laku  pemenang  

penawaran  penanaman modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo ; "

c.   Bahwa dengan  member ikan  amar  putusan  te rsebu t  d ia tas ,  

Judex  Jur i s  te lah  melakukan  kekh i l a f an  atau  keke l i r u an  

yang  nyata  karena :

1.  Berdasarkan  buny i  per t imbangan  hukum  ser ta  amar  

putusan  te rsebu t  d ia tas ,  je l as  te l ah  te r j ad i  

kekh i l a f an  atau  keke l i r uan  yang  nyata  karena  Judex  

Jur i s  t i dak  boleh  melakukan  pen i l a i an  te rhadap  has i l  

pembukt i an ,  ha l  mana menjad i  wewenang  sepenuhnya  dar i  

Judex  Fact i .  (v ide :  Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  221 K/S ip /1973 ,  tangga l  18 Jun i  1973) .  

Bahkan  te r l eb i h  lag i  per t imbangan  hukum  Pengadi l an  

Tingka t  Per tama  dan  Tingka t  Banding  te rhadap  Ala t  

Bukt i  P- 15  te lah  d iambi l  dengan  tepa t  dan  benar ,  ha l  

in i  dapat  d i l i h a t  dar i  buny i  per t imbangan  hukum 

sebaga imana  te r t e r a  da lam Putusan  Tingka t  Per tama yang  

dikua tkan  o leh  Putusan  Tingka t  Banding  pada Halaman 93  

Angka 5 yang  berbuny i  sebaga i  ber i ku t :

    "Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  bukt i  P- 14= T. ln t v - 16;  

P- 15-  T. ln t v=10 ;  P- 17  =  T. ln t v - 8;  P- 18,  P- 19,  P- 20=  

T. ln t v - 9  dan  P- 21  =  T. ln t v - 10  te rsebu t  d ia tas  maka 
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dipero l eh  fak ta  hukum  bahwa  masih  te r j ad i  

ket i dakpas t i an  mengena i  ke layakan  pembiayaan  

pembangunan  ja l an  to l  Semarang- Solo ,  dan  permasa lahan  

in i  juga  te lah  dibahas  dalam  rapa t ,  sebaga imana  

te r t uang  dalam Risa lah  Rapat  Pembahasan  Rencana  ja l an  

Tol  Semarang-  Solo ,  tangga l  20  Jun i  2002  (buk t i  

T, ln t r v - 7a) ,  maka  dapat  d is impu lkan  bahwa  Penggugat  

(PT.  Karsa  Semesta  Indah)  sebaga i  pemenang  Tender  

t i dak  dapat  segera  melaksanakan  pembangunan  proyek  

ja l an  Tol  Semarang- Solo  karena  masih  te r j ad i  

permasa lahan  pendanaan  proyek  te rsebu t .  Hal  in i  sesua i  

dengan  kete rangan  saks i  Agung Purnomo yang  menerangkan  

bahwa  bukt i  P- 15  yang  berupa  sura t  dar i  Wardel l  

Finance  bukan  bukt i  yang  menunjukkan  bahwa PT.  Karsa  

Semesta  Indah  mampu  menyediakan  dana  karena  baru  

berupa  sta tement  penyandang  dana  dan  bukt i  te rsebu t  

be lum  je l as  apakah  sebaga i  modal  atau  pin j aman  

seh ingga  sura t  te rsebu t  be lum  je l as  te ru tama  sura t  

te rsebu t  t i dak  menyebutkan  dana  te rsebu t  untuk  PT.  

Karsa  Semesta  Indah  te tap i  p in jaman  untuk  proyek  

Jakar t a  Outer  Ring  Road (JORR)" .

2.      Bahwa te rdapa t  Yur i sp rudens i  Putusan  Mahkamah Agung  

Rl  ( "Pu tusan  MARI" )  yang  secara  tegas  mengatu r  ten tang  

ket i dakwenangan  Mahkamah  Agung  ( incasu  Judex  Jur i s )  

d ida lam  meni la i  suatu  has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  

penghargaan ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  kasas i  

hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakan  atau  ada  

kesa lahan  dalam  pelaksanaan  hukum.  Yur i sp rudens i  

te rsebu t  ya i t u :

•     Putusan  MARI Nomor  421 K/Pdt /1985  tangga l  10 Mei  

1986

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  
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kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  da lam pelaksanaan  hukum.

•     Putusan  MARI Reg.  Nomor  2198  K/Pdt / 1984  tangga l  

30 Nopember  1985

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenya taan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  dalam pelaksanaan  hukum.  

•     Putusan  MARI  Nomor  2469  K/Pdt /1984  tangga l  8 

Oktober  1985

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  da lam pelaksanaan  hukum.

•     Putusan  MARI  Nomor  3500  K/Pdt /1984  tangga l  31 

Maret  1986

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenya taan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  dalam pelaksanaan  hukum.

•     Putusan  MARI Reg.  Nomor  2958  K/Pdt /1983  tangga l  

15 Apr i l  1985

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenya taan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  
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kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  dalam pelaksanaan  hukum.

. Putusan  MARI Nomor  221  K/S ip /1973 ,  tangga l  18  Jun i  

1973

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  da lam pelaksanaan  hukum.  

d. Bahwa  oleh  karena  Judex  Jur i s  te lah  melampaui  

kewenangannya  dengan  cara  meni la i  suatu  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  maka te rbuk t i  pu la  te rdapa t  

KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA,  seh ingga  dengan  

demik ian  Putusan  Kasas i  aquo  sangat  bera lasan  untuk  

diba ta l kan  oleh  Maje l i s  Hakim PK.

 ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI 

JUDEX JURIS  KARENA TELAH MENILAI  SUATU ALAT BUKTI  YANG 

TELAH TIDAK MEMILIKI  KEKUATAN HUKUM LAGI  (VIDE BUKTI  P-

15 JUDEX FACTI)

a. Bahwa  te lah  dida l i l k a n  dia tas  sebaga i  satu - satunya  

alasan  dikabu l kannya  permohonan  kasas i  Termohon  PK 

(dahu lu  Pemohon  Kasas i )  o leh  Judex  Jur i s  da lam 

putusannya  adalah  pen i l a i an  te rhadap  Bukt i  P- 15.  

Sementara  i t u  te rdapa t  fak ta  hukum dimana  Pemohon PK 

pernah  mengajukan  Bukt i  T. l l . l n t - 23a  berupa  Sura t  

dar i  Termohon  PK kepada  Pemohon  PK I I  Nomor  18- KSI-

10/02  tangga l  29  Oktober  2002,  per iha l  Masalah  

Pendanaan  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  dan Pemutusan  untuk  

t i dak  melan ju t kan  ker jasamanya  dengan  inves to r  

Penggugat  ya i t u  In f r as t r u c t u r e  Management  

In te rna t i ona l  Pty .  Ltd .  Bukt i  T. l l . l n t - 23a aquo  te l ah  

DIAKUI  pu la  oleh  Termohon  PK maupun oleh  Judex  Fact i  

ba ik  dalam  pers idangan  Judex  Fact i  Tingka t  Per tama  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

maupun  Judex  Fact i  Tingka t  Banding  (Lampi ran  PK I I -

3) .

b.   Bahwa  is i  dar i  Bukt i  T. l l . l n t - 23a  aquo  je l as  

merupakan  PENGAKUAN Termohon  PK  te rhadap  adanya  

pencabutan  Bukt i  P- 15.  Dengan  demik ian  maka te rbuk t i  

bahwa Bukt i  P- 15  te l ah  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum 

lag i  se jak  dike lua rkannya  Bukt i  T. l l . l n t - 23a  tangga l  

29 Oktober  2002 aquo.

c.   Bahwa oleh  karena  Judex  Jur i s  menggunakan  Bukt i  

P- 15  sebaga i  satu - satunya  alasan  dikabu l kannya  

permohonan  kasas i  Termohon PK (dahu lu  Pemohon Kasas i )  

sementara  TERBUKTI  bahwa Bukt i  P- 15  sebenarnya  te l ah  

dicabu t  dan  t i dak  ber l aku  lag i  dengan  adanya  Bukt i  

T. l l . l n t - 23a maka dengan demik ian  dapat  d is impu lkan :

( i ) Bahwa  Judex  Jur i s  te rbuk t i  te lah  meni la i  

suatu  a la t  bukt i  yang  te l ah  t i dak  memi l i k i  

kekuatan  hukum lag i ;

( i i )  Bahwa  putusan  Judex  Jur i s  aquo  te rbuk t i  

cacat  hukum karena  mendasarkan  kepada  suatu  ala t  

bukt i  yang  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum lag i .     

d. Bahwa  dengan  demik ian  maka  te rbuk t i  te rdapa t  

KEKHILAFAN  ATAU  KEKELIRUAN  YANG NYATA  dar i  Judex  

Jur i s ,  seh ingga  dengan  demik ian  Putusan  Kasas i  aquo  

sangat  bera lasan  untuk  diba ta l kan  oleh  Maje l i s  Hakim 

PK.

ALASAN KEDUA

DITEMUKANNYA BUKTI  BARU ( "NOVUM")  YANG BERSIFAT MENENTUKAN 

YANG PADA WAKTU PERKARA AQUO DIPERIKSA BELUM DIKETEMUKAN

Novum  Berupa  Memo  Dinas  Kepala  Badan  Pembinaan  

Konst ruks i  dan  Inves tas i  ( "Bapek in " )  Depar temen  

Pemukiman  dan  Prasarana  Wi layah  ( "K imprasw i l " )  

(sekarang  Depar temen  Peker j aan  Umum)  kepada  Di rek tu r  

Jendera l  Prasarana  Wi layah  ( "D i r j e n  Praswi l " )  Nomor  

43/md/ks /2002  tangga l  11  ju l i  2002  ser ta  Risa lah  Rapat  
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Pembahasan  Rencana  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  tangga l  20  

Jun i  2002 dan Daf ta r  Hadi rnya .

a. Bahwa  Novum aquo  di temukan  oleh  Bapak  Max  Antameng,  

PhD,  saat  in i  Kasubd i t  Perencanaan  Umum pada Di rek to ra t  

Jendera l  Bina  Marga,  Depar temen  Peker j aan  Umum (dahu lu  

di  Bapek in  Depar temen  Kimpraswi l )  d imana  tempat ,  har i  

dan  tangga l  penemuan Novum te rsebu t  akan  diu ra i kan  dan  

dinya takan  dida lam  Ber i t a  Acara  Sumpah  yang  disahkan  

oleh  pe jaba t  yang  berwenang  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasa l  69 huru f  b UU Mahkamah Agung.

b. Bahwa Pemohon PK I  te l ah  menemukan Novum yang  bers i f a t  

menentukan  yang  pada  waktu  perkara  aquo  dipe r i k sa  pada  

pers i dangan  Tingka t  Per tama  dan  Tingka t  Banding  belum 

di temukan  ya i t u  berupa  Memo Dinas  Kepala  Bapek in  kepada  

Di r j en  Praswi l  No.  43/MD/KE/2002  tangga l  11  Ju l i  2002  

(V ide  Novum  PK  I - 1)  dan  Risa lah  Rapat  Pembahasan  

Rencana  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  beser ta  Daf ta r  Hadi r  

Rapat  d i  Pusat  Pengembangan  Inves tas i  Bapek in  

te r t angga l  20  Jun i  2002  (V ide  Novum PK I - 2) .  Bapek in  

merupakan  badan  dibawah  Depar temen  Kimpraswi l  (sekarang  

Depar temen  Peker jaan  Umum) yang  ber tanggung jawab  kepada  

Menter i  Kimpraswi l  (sekarang  Menter i  Peker jaan  Umum).  

Berdasarkan  hal  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Pemohon  PK  I  

memohon  agar  d i l akukan  pemer iksaan  kembal i  te rhadap  

bukt i - bukt i  yang  berka i t an  dengan perkara  aquo.

c.   Bahwa  Novum PK 1- 1  dan  Novum PK l - 2  dan  te rsebu t  

d ia tas  merupakan  Bukt i  Baru  sebaga imana  di j e l a skan  

dalam Pasa l  67 huru f  b UU Mahkamah Agung dengan  a lasan-

alasan  sebaga i  ber i ku t :

1.    Bahwa pada  tangga l  20  Jun i  2002,  te l ah  d iadakan  

per temuan  anta ra  Bapek in  dan  Di r j en  Praswi l  

Depar temen  Kimpraswi l  yang  dihad i r i  o leh  Pemohon PK 

I ,  Pemohon  PK I I  dan  Termohon  PK untuk  membahas 

rencana  penerusan  pembangunan  ruas  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo .

2.   Bahwa  dar i  rapa t  te rsebu t  te l ah  dihas i l k an  
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kesepaka tan  sebaga i  ber i ku t :

( i )  Rapat  d ip imp in  oleh  Kepala  Bapek in  dengan  

maksud  agar  has i l  rapa t  in i  dapat  d i j ad i kan  

rekomendas i  ke  Menter i  Kimpraswi l  da lam  rangka  

penerusan  proyek- proyek  sesua i  dengan  Keppres  

15/2002 ,  khususnya  Ja lan  Tol  Semarang  -  Solo  

yang  sampai  saat  rapa t  pada  tangga l  20  Jun i  

2002,  masih  be lum  te r l i h a t  kemampuan 

pendanaannya .  Sela in  i t u  Keputusan  Menko  Ekuin  

dan  Menter i  Kimpraswi l  menyatakan  bahwa  akh i r  

Jun i  2002  Pemer in tah  sudah  harus  menetapkan  

progress  Batch  I  ja l an  to l ,  dan  Semarang- Solo  

ada lah  elemen dar i  Batch  I  te rsebu t  ;

( i i )  Masalah  in t i  da lam  proyek  ja l an  Tol  

Semarang  -  Solo  in i  ada lah  adanya  ket i dakpas t i an  

inves to r  mengenai  ke layakan  pembiayaan ;

( i i i )  Beberapa  tanggapan  ins tans i  te r ka i t  

berka i t an  dengan ja l an  to l  Semarang  Solo  ada lah :

a. Jasa  Marga  sudah  meminta  kepada  PT KSI  untuk  

membukt i kan  kemampuan f i nans ia l  PT KSI  Jasa  

Marga  send i r i  sudah  beberapa  ka l i  mengadakan  

per temuan  dan  d iskus i ,  te tap i  PT KSI  t i dak  

bisa  menunjukan  kete rsed iaan  dananya .  Bahkan  

pihak  Jasa  Marga  meragukan  keberadaan  

perusahaan  yang  bersangku tan ,  te rbuk t i  dar i  

adanya  sura t / f a x  dar i  a lamat  dan  nomor  

te l epon  yang  mengada- ada.

b. Pihak  Pemda,  ba ik  dar i  t i ngka t  Prop ins i ,  

Kabupaten ,  maupun  BKPMD  Jateng  da lam 

ka i t annya  dengan  proyek  Semarang  Solo  sudah  

ser ing  di l akukan  per temuan  ru t i n  dengan  

inves to r  maupun  p ihak  te rka i t  la i nnya  dan  

te lah  diben tuk  t im  ad  hoc,  namun  t i dak  

menghas i l k an  apa- apa.  Mereka  mengharapkan  

rapa t  in i  ada lah  yang  te rakh i r  dan  has i l  

Disclaimer
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yang  f i na l .

c . Di r j en  Praswi l  meminta  k la r i f i k a s i  dan batas  

waktu  penerusan  proyek  Semarang  Solo  

te rsebu t  kepada  PT KSI .

( i v )  Jawaban dar i  PT KSI  berka i t an  proyek  ja l an  to l  

in i  anta ra  la i n :

PT  KSI  sudah  berusaha  mendapatkan  bukt i  

kete rsed iaan  dananya  dengan  meminta  bank  

koresponden  dar i  p ihak  PT Jasa  Marga,  namun ha l  

in i  d i t o l a k  PT Jasa  Marga  karena  PT Jasa  Marga  

t i dak  mau  te r j ebak  sebaga i  pen jamin  dana  

te rsebu t ,  d imana  seharusnya  PT  KSI  lah  yang  

ber tanggung jawab.

Demi  te rwu judnya  proyek  in i  PT  KSI  bersed ia  

"menjua l "  proyek  in i  kepada  ca lon  inves to r  baru ,  

menginga t  ka lau  di l akukan  tender  ulang  akan  

memakan  waktu  yang  lama  dan  b iaya  yang  cukup  

besar .  PT KSI  berusaha  meyak inkan  semua  pihak  

bahwa  mereka  sudah  memi l i k i  dananya  dan  te l ah  

mendapatkan  par tne r  baru .

(v ) Pihak  Inves to r  kembal i  d iber i  kesempatan  ±  1 

(sa tu )  minggu  untuk  membukt i kan  kes iapan  dana  

dalam pembangunan ja l an  Tol  Semarang- Solo

(v i ) Al te rna t i f  so lus i  yang  merupakan  kesepaka tan  

rapa t  ada lah  :

a. apab i l a  da lam  1  (sa tu )  minggu  in i  Inves to r  

dapat  membukt i kan  pendanaannya,  maka  proyek  

akan  dise rahkan /d i l a n j u t k an  oleh  inves to r ,  

b. apab i l a  seba l i k nya ,  maka akan  di rev i ew  tender  

ulang

3.   Bahwa  berdasarkan  Bukt i  PK  I - 2  a  quo  maka  rapa t  

te rsebu t  d ihad i r i  o leh  :

( i )       Bapak  Wib isono  dar i  Bapek in

( i i )       Bapak  Yeru  Sal im ian to  dar i  BPM Prop ins i  Jawa 
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Tengah

( i i i )      Bapak Agung Purnomo dar i  Pemohon PK I I

iv)      Bapak Max Antameng dar i  BAPEKIN

v)      Bapak Dedi  KS dar i  Pemohon PK I I

vi)      Bapak Djonny  dar i  Arcad ia  Chandra

(v i i )      Bapak Chandra  S dar i  Termohon PK

(v i i i )     Bapak  Syai f u l  Iman dar i  PT.Adh i  Karya

     ( i x )       Bapak Sutomo dar i  PEMDA Kabupaten  Semarang

d.   Bahwa  berdasarkan  hal  d ia tas  te rdapa t  Fakta  Hukum 

sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa Termohon  PK te l ah  had i r  da lam rapa t  dan  bahkan  

te l ah  menandatangan i  Daf ta r  Hadi r  aquo  (V ide  Novum PK 

I - 2) .  Dengan  demik ian  maka  Termohon  PK  te l ah  

mengetahu i  dengan has i l  rapa t  te rsebu t ;

2. Bahwa  Termohon  PK  te l ah  mengetahu i  da lam  waktu  1 

(sa tu )  minggu  waj ib  memenuhi  kesanggupan  pendanaan  

untuk  penye lenggaraan  Ja lan  Tol  Semarang- Solo ;

3. Bahwa te rnya ta  TERBUKTI  sampai  dengan  tangga l  11 Ju l i  

2002  (sampai  d ibua tnya  MEMO DINAS No.  43/MD/KE/2002  

dar i  Kepala  Bapek in  Depar temen  Kimpraswi l ) ,  Termohon  

PK t i dak  dapat  memenuhi  kepas t i an  pendanaan  ja l an  Tol  

Semarang-  Solo .

e. Bahwa berdasarkan  fak ta  te rsebu t  d ia tas  maka te rbuk t i  

bahwa  Termohon  PK te l ah  t i dak  dapat  lag i  memenuhi  

kesanggupan  pendanaan  untuk  penye lenggaraan  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo .  Dengan  demik ian  maka  pembata lan  

te rhadap  Penetapan  Termohon  PK sebaga i  Pemenang  untuk  

ruas  to l  Semarang- Solo  ada lah  berdasar  hukum.  

Sebal i knya  tun tu tan  Termohon  PK  agar  Pemohon  PK- l  

membata lkan  dan  mencabut  Sura t  Menter i  Pemukiman  dan  

Prasarana  Wi layah  No.  JL.01 .03 - Mn/738  tangga l  5 

Nopember  2003 ada lah  t i dak  berdasarkan  hukum.

f .    Bahwa dengan  demik ian  Putusan  Kasas i  aquo  sangat  

bera lasan  untuk  diba ta l kan  o leh  Maje l i s  Hakim PK.
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4.4 . NOVUM BERUPA  BERITA  ACARA  HASIL  EVALUASl  DAN 

NEGOSIASl   ATAS REVIEW KELAYAKAN INVESTASI  ANTARA 

PEMOHON PK I I  DENGAN PARA INVESTOR Dl  BEBERAPA RUAS 

JALAN TOL

a. Bahwa Novum aquo  d i t emukan  oleh  Bapak  I r .  Dedi  

Kr isna r i awan  Sunoto  dar i  Pemohon  PK I I  d imana  

tempat ,  har i  dan  tangga l  penemuan Novum te rsebu t  

akan  diu ra i kan  dan  dinya takan  d ida lam  Ber i t a  

Acara  Sumpah  yang  disahkan  oleh  pejaba t  yang  

berwenang  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  69 huru f  

b UU Mahkamah Agung.

b. Bahwa  se la i n  Novum pada  alasan  Kedua  but i r  A 

te rsebu t ,  Pemohon PK I  te l ah  menemukan bukt i  baru  

yang  bers i f a t  menentukan  yang  pada  waktu  perkara  

aquo  dipe r i k sa  Judex  Fact i  ba ik  di  Tingka t  

Per tama  maupun  Tingka t  Banding  be lum  d i t emukan  

ya i t u  berupa  Ber i t a  Acara  has i l  Evaluas i  dan  

Negos ias i  Atas  Review  Kelayakan  Inves tas i  Ja lan  

Tol  anta ra  Pemohon PK I I  dengan  Inves to r - Inves to r  

la i nnya ,  ya i t u  untuk  ruas  ja l an  to l  sebaga i  

ber i ku t :

1) Ruas  Tol  Gempol  -  Pandaan,  No:  031A/BA-

DIR/2002,  tangga l  23 Agustus  2002.

2) Ruas Tol  Surabaya  Easte rn  Ring  Road (Tahap  I  :  

Waru  -  Juanda) ,  No:  18/BA/2002 ,  tangga l  9 

September  2002.

3) Ruas  Tol  Ci ran jang  -  Padala rang ,  No:  

21/BA/2002 ,  tangga l  17 September  2002.

4) Ruas  Tol  Bekas i  Timur  -  Cawang -  KP.  Melayu ,  

No:  20/BA/2002 ,  tangga l  17 September  2002.

5) Ruas Tol  Waru (A loha) -  Wonokromo -  Tanjung  No:  

22/BA/2002  

(V ide  Novum.PK I - 3)

c. Bahwa  da lam  sebuah  inves tas i  ja l an  to l ,  

d ibu tuhkan  ka j i an  atas  ke layakan  invas tas i  ja l an  

to l .  Kaj ian  atas  ke layakan  aquo  d i t uangkan  da lam 
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bentuk  Business  Plan  dimana  apab i l a  Business  

Plan  in i  d isepaka t i  o leh  Pemohon  PK  I I  maka 

kesepaka tan  aquo  akan  di t uangkan  dalam  sebuah  

dokumen  berben tuk  Ber i t a  Acara .  Novum PK I I - 3 

aquo  membukt i kan  bahwa  anta ra  Pemohon  PK  I I  

dengan  para  inves to r  untuk  ruas  ja l an  to l  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  te lah  te rcapa i  

kesepaka tan  Bus iness  Plan  yang  mel ipu t i  has i l  

ka j i an  atas  ke layakan  inves tas i  ja l an  to l ,  ser ta  

te lah  di tuangkan  dalam  sebuah  dokumen  berben tuk  

Ber i t a  Acara .  Sementara  i t u ,  TERBUKTI  untuk  ruas  

Ja lan  to l  Semarang  -  Solo  t i dak  pernah  di temukan  

adanya  Ber i t a  Acara  apapun  yang  dibua t  untuk  

membukt i kan  adanya  kesepakatan  Business  Plan  

te rsebu t .

d. Dengan  demik ian  dapat  d is impu lkan  bahwa  anta ra  

Pemohon  PK I I  dengan  Termohon  PK belum  te r j ad i  

kesepaka tan  Bus iness  Plan ,  karena  apab i l a  te lah  

te rcapa i  kesepaka tan  maka  akan  di tuangkan  da lan  

Ber i t a  Acara  has i l  Evalus i  dan  Negos ias i  atas  

rev iew  Kelayakan  Inves tas i  seper t i  yang  te l ah  

te r j ad i  pada inves to r - inves to r  la i nnya .

4.5 . ADANYA SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN PENGAKHIRAN 

OLEH PEMOHON PK I  TERHADAP BEBERAPA INVESTOR JALAN TOL 

YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT,  SEBAGAI BUKTI  TIDAK ADANYA 

DISKRIMINATIF  ATAU KESEWENANG-WENANGAN PEMOHON PK I  

SERTA PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM.

a. Bahwa Novum aquo  di temukan  oleh  Bapak  I r .  Ar i f  

Har i yono ,  SH dar i  Badan  Penye lenggara  Ja lan  Tol  

( "BPJT" )  dan  o leh  Bapak  I r .  Dedi  Kr i sna r i awan  

Sunoto  dar i  Pemohon  PK I I  d imana  tempat ,  har i  

dan  tangga l  penemuan  Novum  te rsebu t  akan  

diu ra i kan  dan  dinya takan  d ida lam  Ber i t a  Acara  

Sumpah yang  disahkan  o leh  pejaba t  yang  berwenang  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  69  huru f  b  UU 

Disclaimer
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Mahkamah Agung.

b. Bahwa adanya  fak ta  hukum Termohon PK te l ah  gaga l  

da lam  hal  Pendanaan  dan  persyara tan  Business  

Plan  te rhadap  ke lan ju t an  proyek  ja l an  Tol  

Semarang- Solo  menyebabkan  pembata lan  penetapan  

pemenang  penawaran  penanaman  modal  ja l an  to l  

ruas  Semarang- Solo  aquo.  Namun  demik ian ,  

keputusan  pencabutan  dan  pengakh i ran  juga  

dipe r l a kukan  kepada  inves to r  ruas  ja l an  to l  

la i nnya .  Beberapa  inves to r  ja l an  to l  te rsebu t  

ya i t u :

1) Pada  tahun  2001  Menter i  Kimpraswi l  te lah  

mencabut  pember ian  i j i n  ker jasama 

penye lenggaraan  ja l an  to l  Cikampek  -  

Padala rang  karena  inves to r  t i dak  dapat  

memenuhi  kewaj i bannya  untuk  melaksanakan  

pembangunan  ja l an  to l  Cikampek  -  Padala rang  

aquo.  Pencabutan  te rsebu t  mela lu i  Keputusan  

Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah  

Nomor  417/KPTS/M/2001  ten tang  Pencabutan  

Keputusan  Menter i  Peker j aan  Umum Rl  Nomor  

321/KPTS/1994  ten tang  Pember ian  I j i n  

Ker jasama Penye lenggaraan  Ja lan  Tol  Cikampek-

Padala rang  kepada  Perusahaan  Perseroan  

(Perse ro )  PT Jasa  Marga  dalam  bentuk  usaha  

patungan  PT  Ci t ra  Ganesha  Marga  Nusanta ra  

te r t angga l  18  Ju l i  2001  dan  di tanda tangan i  

o leh  Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  

Wi layah ,  I r .  Erna  Witoe la r ,  Msi  (V ide  Novum 

PK I - 4) .

a) Bahwa dengan  Keputusan  Menter i  Peker jaan  

Umum Rl  Nomor  321/KPTS/1994  tangga l  24 

Oktober  1994,  Menter i  Peker jaan  Umum 

te lah  member ikan  i j i n  kepada  Pemohon  PK 

I I  untuk  mengadakan  ker j asama  dengan  PT.  

Ci t r a  Ganesha  Marga  Nusanta ra  dalam 
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menyelenggarakan  Ja lan  Tol  Cikampek-

Padala rang .  Namun  demik ian ,  PT.  Ci t r a  

Ganesha  Marga  Nusanta ra  t i dak  dapat  

memenuhi  kewaj i bannya  untuk  melaksanakan  

pembangunan Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  

sesua i  dengan  yang  di te t apkan  anta ra  

Pemohon  PK I I  dengan  PT.  Ci t ra  Ganesha  

Marga  Nusanta ra .  Dalam  ha l  in i  upaya  

negos ias i  atau  musyawarah  te l ah  di l akukan  

namun  t i dak  mempero leh  keputusan  yang  

memungkinkan  dipenuh inya  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Keputusan  

Menter i  Peker j aan  Umum  Rl  Nomor  

321/KPTS/1994  tangga l  24  Oktober  1994  

aquo.

b) Bahwa  akh i rnya  dengan  alasan  untuk  

mengamankan  aset  negara  dan  agar  

pe laksanaan  pembangunan  Ja lan  Tol  

Cikampek- Padala rang  dapat  d i l an j u t kan  

ser ta  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyaraka t  

akan  sarana  dan  prasarana  ja l an  yang  

memadai  maka mela lu i  Novum    PI I - 4 aquo  

di l akukan  pencabutan  pember ian  i j i n  

ker j asama  penye lenggaraan  ja l an  to l  

Cikampek- Padala rang  (Keputusan  Menter i  

Peker j aan  Umum Rl  Nomor  321/KPTS/1994  

tangga l  24 Oktober  1994) .

c)   Dengan  demik ian  maka  Novum  PI I - 4 

aquo membukt i kan  bahwa Pemohon PK I  t i dak  

melakukan  disk r im i nas i  atau  kesewenang-

wenangan  te rhadap  Termohon  PK,  Demik ian  

pula  Pemohon  PK  I  te l ah  melakukan  

persamaan  kedudukan  dalam  hukum  karena  

per l akuan  yang  sama juga  ber laku  te rhadap  

inves to r  ja l an  to l  la i nnya  yang  je l as -

je l as  t i dak  memenuhi  syara t  untuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

menyelenggarakan  ja l an  to l .

2) Pada tangga l  5 Jun i  2007 juga  te l ah  di l akukan  

pengakh i ran  per jan j i a n  pengusahaan  ja l an  to l  

ruas  Pandaan  -  Malang.  Pengakh i ran  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  Sura t  dar i  Depar temen  

Peker j aan  Umum  Republ i k  Indones ia  Nomor  

HK.02.07- Mn/206  tangga l  5  Jun i  2007  yang  

di tu j ukan  kepada  Di rek tu r  Utama  PT  Setdco  

Ins t r i n s i c  Nusanta ra  per iha l  Pember i t ahuan  

Pengakh i ran  Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  Tol  

Ruas  Pandaan- Malang  anta ra  Pemer in tah  dan  PT 

Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  No.  

192/PPJT/V /Mn/2006  tangga l  29 Mei  2006 (PPJT)  

ser ta  di tanda tangan i  o leh  Sekre ta r i s  Jendera l  

atas  nama  Menter i  Peker jaan  Umum,  Roestam 

Sjar i e f .  (V ide  Novum PK I - 5) .

a)   Bahwa BPJT te l ah  mengi r imkan  sura t  kepada  

PT.  Setdco    In t r i n s i c  Nusanta ra  per iha l  

Per inga tan  Per tama atas       Kela la i an  

Penyed iaan  Jaminan  Pelaksanaan  dan Dana   

Tanah  untuk  Ruas  Ja lan  Tol  Pandaan- Malang  

mela lu i       sura tnya  No.  

385B/PBJT/KE/HK.02 .07 /2006  tangga l  13   

Jun i  2006.  Sura t  aquo  d i i ku t i  dengan  sura t  

ber i ku tnya    dengan  Nomor  

507/BPJT/KE/KU.08 .05 /2006  tangga l  27  

Ju l i  2006  ser ta  sura t  Nomor  

632/BPJT/KE/KU.08 .05 /2006      tangga l  8 

September  2006 per i ha l  ha l  yang  sama.

b) Pada  tangga l  10  Januar i  2006,  BPJT  te lah  

pula  mengi r imkan  sura t  dengan  Nomor  

HK.02.07 - s j / 19  per i ha l  Pember i t ahuan  

Cidera  Jan j i  d imana  Pemohon  PK  I  te l ah  

menginga tkan  ten tang  kete r l ambatan  dalam 

pencapa ian  Financ ia l  Close  dan  meminta  PT.  

PT  Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  untuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

memperba ik i  c ide ra  jan j i  te rsebu t  da lam 

waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i .  

Perpan jangan  waktu  pun  te l ah  dibe r i k an  

oleh  Pemohon PK I  sampai  dengan  tangga l  29 

Mei  2007  mela lu i  sura tnya  Nomor  HK.02.07 -

Mn/146D tangga l  10 Apr i l  2007.

c)  Dikarenakan  hingga  tangga l  29 Mei  2007 dan  

berdasarkan  Pasal  5.2  PPJT,  PT  Setdco  

In t r i n s i c  Nusanta ra  t i dak  dapat  

membukt i kan  te l ah  mencapa i  Financ ia l  

Close ,  maka  sesua i  dengan  Pasa l  13.1 .2  

PPJT,  Pemohon  PK I  menyatakan  mengakh i r i  

Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  Tol  Ruas 

Pandaan- Malang  anta ra  Pemer in tah  (cq  

Pemohon  PK I )  dengan  PT Setdco  In t r i n s i c  

Nusanta ra  No.  192/PPJT/V /Mn/2006  tangga l  

29  Mei  2006  secara  sep ihak  te rh i t u ng  se jak  

sura t  pember i t ahuan  ( incasu  5  Jun i  2007)  

dengan  ak iba t  pengakh i r an  sebaga imana  

dalam  Pasa l  13.1 .3a  d imana  pemer in tah  

berhak  secara  sep ihak  untuk  mengambi l  a l i h  

dan  meneruskan  peker j aan  kons t ruks i  atau  

menunjuk  pihak  la i n  untuk  meneruskan  

peker j aan  konst ruks i  sesua i  dengan  syara t  

dan  keten tuan  yang  te l ah  di te t apkan  oleh  

pemer in tah  dan  mencai r kan  Jaminan  

Pelaksanaan  PT Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  

dar i  Ban  Mandi r i  dengan  Nomor  

7713107521106  tangga l  3 Ju l i  2006.

d)  Dengan  demik ian  maka  Novum P I I - 5  aquo  

membukt i kan  bahwa  Pemohon  PK  I  t i dak  

melakukan  disk r im inas i  atau  kesewenang-

wenangan  te rhadap  Termohon  PK.  Demik ian  

pula  Pemohon  PK  I  te l ah  melakukan  

persamaan  kedudukan  dalam  hukum  karena  

per lakuan  yang  sama juga  ber laku  te rhadap  
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inves to r  ja l an  to l  la i nnya  yang  je l as -

je l as  t i dak  memenuhi  syara t  untuk  

menyelenggarakan  ja l an  to l .

3) Begi tu  juga  pada  tangga l  28  Maret  2008  te lah  

di l akukan  pengakh i r an  per jan j i a n  pengusahaan  

ja l an  to l  ruas  Ci ran jang - Padala rang  mela lu i  

Sura t  dar i  Depar temen Peker jaan  Umum Republ i k  

Indones ia  Nomor  HK.02.07 - Mn/163  tangga l  28 

Maret  2008  yang  d i t u j u kan  kepada  Di rek tu r  

Utama  PT  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama  

( "B inapur i " )  per iha l  Pember i t ahuan  

Pengakh i ran  Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  Tol  

Ruas  Ci ran jang - Padala rang  anta ra  Pemer in tah  

dan  PT  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama  No.  

09/PPJT/V I I /Mn /2007  tangga l  27  Ju l i  2007  

ser ta  di tanda tangan i  o leh  Menter i  Peker j aan  

Umum, Djoko  Ki rmanto .  (V ide  Novum PK I - 6) .

a) Bahwa Novum PK I I - 6  aquo  di te rb i t k an  o leh  

Pemohon  PK I  atas  dasar  adanya  keten tuan  

beberapa  pasa l  Per jan j i a n  Pengusahaan  

Ja lan  Tol  ruas  Ci ran jang  -  Padala rang  

Nomor  09/PPJT/V I I /Mn /2007  tangga l  27  Ju l i  

2007  ( "PPJT" ) .  Pasal - pasa l  te r sebu t  ya i t u  

Pasal  3  mengenai  Jaminan  Pelaksanaan ;  

Pasal  4  angka  4.5  mengenai  Pembayaran  

Pengadaan  Tanah  oleh  Perusahaan  Ja lan  Tol ;  

Pasal  5 angka  5.2  mengenai  Financ ia l  Close  

jo  Pasa l  13  mengenai  Cidera  Jan j i  

Pengusahaan  Ja lan  Tol .

b) Bahwa  PT,  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama 

te l ah  mendapat  per i nga tan  dar i  Pemohon PK 

I  mela lu i  sura tnya  Nomor  

651/BPJT/KE/KU.08 .05 /2007  tangga l  14 

Agustus  2007  per iha l  Per inga tan  

kete r l ambatan  da lam  Penyerahan  Jaminan  

Pelaksanaan,  Pembukaan  Rekening  Pengadaan  

Disclaimer
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Tanah dan Penyeto ran  Dana Tanah Tahap I .

c) Bahwa sura t  per inga tan  aquo  disusu l  dengan  

adanya  sura t  dar i  pemohon  PK  I  Nomor  

KH.02.07- s j / 589  tangga l  13  September  2007  

per i ha l  Pember i t ahuan  Cidera  Jan j i ,  dan  

Pemohon PK I  te lah  member ikan  waktu  se lama 

90 (sembi l an  pu luh)  har i  sampai  tangga l  12 

Desember  2007  untuk  memperba ik i  Cidera  

Jan j i  aquo.

d) Oleh  karena  sampai  tangga l  12  Desember  

2007,  PT  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama 

t i dak  melaksanakan  kewaj i bannya ,  maka 

dik i r imkan  kembal i  sura t  Pemohon  PK  I  

Nomor  25A/BPJT/KE/KU.08 .05 /2008  tangga l  16 

Januar i  2008  per i ha l  Per inga tan  atas  

Kewaj iban  Pemenuhan  Financ ia l  Close ,  

ber i s i  te rgu ran  kepada  PT  Binapur i  

Nyndiac i p t a  Karya tama  dalam  kewaj i ban  

pencapa ian  Financ ia l  Close  yang  harus  

di l akukan  se lambat - lambatnya  tangga l  27 

Januar i  2008.

e) Bahkan  Pemohon  PK  1  te lah  member ikan  

tambahan  waktu  mela lu i  sura tnya  Nomor  

39/BPJT/KE/  KU.01.01 /2008  tangga l  22 

Januar i  2008  per i ha l  Tambahan  Waktu  

Penyerahan  Jaminan  Pelaksanaan  dan 

Pembukaan  Rekening  Pengadaan  Tanah  ser ta  

Menyeto rkan  Dana  Tanah  Tahap  I ,  sampai  

batas  tangga l  6 Januar i  2008.

f ) Bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  tangga l  

yang  di t en tukan  (6  Januar i  2008)  PT 

Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama te l ah  t i dak  

melaksanakan  kewaj i bannya ,  maka Pemohon PK 

I  mengakh i r i  Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  

Tol  Ruas  Ci ran jang - Padala rang  anta ra  

Pemer in tah  dan  PT  Binapur i  Nyndiac ip t a  

Disclaimer
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Karya tama  No.  09/PPJT/V I I /Mn /2007  tangga l  

27 Ju l i  2007.

g) Dengan  demik ian  maka  Novum P  I I - 5  aquo  

membukt i kan  bahwa  Pemohon  PK  I  t i dak  

melakukan  disk r im i nas i  atau  kesewenang-

wenangan  te rhadap  Termohon  PK.  Demik ian  

pula  Pemohon  PK  I  te l ah  melakukan  

persamaan  kedudukan  dalam  hukum  karena  

per lakuan  yang  sama juga  ber laku  te rhadap  

inves to r  ja l an  to l  la i nnya  yang  je l as -

je l as  t i dak  memenuhi  syara t  untuk  

menyelenggarakan  ja l an  to l .

Bahwa  bukt i - bukt i  te rsebu t  d ia tas  merupakan  Novum (Buk t i  

Baru)  yang  bers i f a t  menentukan  yang  belum  di temukan  pada  

saat  perkara  aquo  dipe r i k sa  baik  da lam  pers idangan  Judec  

Fact i e  Tingka t  Per tama maupun Tingka t  Banding .

ALASAN KETIGA

ADANYA PUTUSAN JUDEX JURIS  YANG DIDASARKAN PADA SUATU 

KEBOHONGAN ATAU TIPU  MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI 

SETELAH PERKARANYA DIPUTUS

Bahwa  kebohongan  atau  t i pu  musl i ha t  aquo  ada lah  sebaga i  

ber i ku t :  

4.6 . DALIL  TERMOHON PK YANG MENYATAKAN KESEPAKATAN BUSINESS 

PLAN  ANTARA TERMOHON PK  DAN PEMOHON PK  I I  TELAH 

TERPENUHI

a. Termohon  PK te l ah  melakukan  suatu  kebohongan  dan  t i pu  

musl iha t  dengan  mengemukakan  bahwa  te l ah  te rcapa i  

kesepaka tan  rencana  bisn i s  (Bus iness  Plan)  anta ra  

Termohon  PK dengan  Pemohon  PK I I  berdasarkan  has i l  

per temuan  d i  kanto r  Kepala  Div i s i  Pengembangan  Usaha  

Pemohon  PK I I  dengan  Termohon  PK tangga l  16  Januar i  

2002.  Kebohongan  dan  t i pu  musl iha t  aquo  dibuk t i k an  
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dengan  dia jukannya  Bukt i  P- 19  dalam  pers idangan  Judex  

Fact i e  Tingka t  Per tama  maupun  Judex  Fact i e  Tingka t  

Banding .

b. Bahwa  Bukt i  P- 19  aquo  belum  dapat  membukt i kan  bahwa 

te l ah  te rcapa inya  kesepaka tan  rencana  b isn i s  (Bus iness  

Plan)  dengan  Pemohon PK I I  karena  bukt i  te rsebu t  hanya  

melaporkan  mengenai  perkembangan  masalah  pendanaan  dan  

act i on  plan  yang  akan  disampaikan  oleh  IMI  

( Ins f r a s t r u c t ue  Management  In te rna t i ona l ) .  Sementara  

i t u  pada  akh i rnya  ker j asama  anta ra  IMI  dengan  Termohon  

PK mengalami  masalah  seh ingga  Termohon  PK memutuskan  

ker j asama  dengan  IMI  aquo  (V ide  Bukt i  T. ln t  23- a Judex  

Fact i )

c . Bahwa  Business  Plan  merupakan  sa lah  satu  persyara tan  

yang  harus  dipenuh i  o leh  Termohon  PK disamping  adanya  

kecukupan  dana.  Krono log i s  s ingka t  ten tang  

dipe rsya ra t kan  adanya  Business  Plan  ada lah  sebaga i  

ber i ku t :

d. Bahwa berdasarkan  Keputusan  Pres iden  No.  15 Tahun 2002,  

Pemohon  PK I  mela lu i  Di r j en  Praswi l  te l ah  mengi r im  

sura t  kepada  Pemohon  PK  I I  mela lu i  sura tnya  No.  

UM.01.03- Dp/190  tangga l  3  Mei  2002  yang  is i nya  agar  

Pemohon  PK  I I  mengambi l  langkah- langkah  sebaga i  

ber i ku t :

1) Mengambi l  langkah- langkah  untuk  melakukan  pen i l a i an  

ke layakan  proyek- proyek  yang  te rhen t i  dan  

menetapkan  proyek  yang  din i l a i  dapat  d i te ruskan

2) Proyek- proyek  yang  d i i nd i kas i kan  layak  secara  

f i nans ia l  agar  inves to rnya  dimin ta  menetapkan  untuk  

segera  menyampaikan  pernya taan  minat  dan  rev iew  

proposa l  ke layakan  pa l i ng  lambat  Jun i  2002  (v ide  

Bukt i  T- 9 Judex  Fact i )

e. Bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  d ia tas ,  Pemohon  PK I I  

te lah  melakukan  peni l a i a n  ulang  kepada  para  pemenang 

tender  te rmasuk  kepada  Termohon  PK menginga t  se lama  

kurun  waktu  tahun  1996- 1997  masalah  pendanaan  belum 
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juga  te rea l i s a s i .

f . Bahwa  Pemohon  PK  I I  te lah  mengundang/membahas  

penerusan  proyek  yang  berhen t i  se jak  kr i s i s  monete r  

tahun  1997 yang  d in i l a i  pr io r i t a s  ya i t u  ruas  :

i) Semarang- Solo ,

ii) Gempol - Pandaan,

iii) Bekas i  Timur -  Cawang- Kampung Melayu ,

iv) Waru-  Juanda  (Surabaya  Easte r rn  Ring  Road) ,  

v) Waru (A loha)  Wonokromo -  Tanjung  Perak  

vi) Ci ran jang -  Padala rang .

Dar i  ke- 6  (enam)  ruas  te rsebu t ,  5  ( l ima )  dian ta ranya  

te lah  te rcapa i  kesepaka tan  rev iew  ke layakan  proyek  yang  

dibuk t i k an  dengan  Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  

Negos ias i  atas  Review  Kelayakan  Inves tas i .  Dar i  ke- 6 

(enam)  perusahaan/ i nves to r  pemenang tender  atas  6 (enam)  

ruas  ja l an  te rsebu t  hanya  Termohon  PK sa ja  yang  t i dak  

memi l i k i  Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  

Review Kelayakan  Inves tas i .

g.Bahwa dar i  has i l  pene l i t i a n  yang  di l akukan  oleh  Pemohon 

PK I I  dan  mengacu  kepada  harga  perh i t ungan  yang  sama 

(berdasarkan  ni l a i  inves tas i  dan  ta r i f  awal )  yang  

dibe r l a kukan  pada  semua ca lon  Inves to r  dan dimin ta  untuk  

mengajukan  proposa l  Review  Kelayakan  Proyek ,  hanya  

Termohon  PK yang  t i dak  dapat  memenuhi  harga  yang  sama 

te rsebu t  karena  Termohon  PK mengajukan  harga  yang  leb ih  

t i ngg i  d iband ingkan  dengan inves to r  la i nnya .

h.Bahwa  j i ka  te l ah  te r j ad i  kesepakatan  mengenai  Business  

Plan  anta ra  Pemohon  PK  I I  dan  Termohon  PK  maka 

kesepaka tan  te rsebu t  ten tu  sa ja  akan  di tuangkan  dalam 

Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  Review  

Kelayakan  Inves tas i .  Fakta  membukt i kan  bahwa  t i dak  

pernah  ada  Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  

Atas  Review  Kelayakan  Inves tas i  anta ra  Pemohon  PK I I  

dengan Termohon PK.

i .Bahwa  sebaga i  s tandar  prosedura l  da lam  penga juan  
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pendanaan  ser ta  da lam  rangka  menerapkan  Asas  Kehat i -

hat i an ,  sebuah  ins t i t u s i  perbankan  atau  lembaga  keuangan  

akan  meminta  d ipenuh inya  beberapa  persyara tan  yang  

dipe r l u kan  dalam  meni la i  pember ian  kred i t  inves tas i  

ja l an  to l  misa lnya  adanya  besaran  ta r i f ,  masa  konses i ,  

vo lume  la l u  l i n t a s  dan  ni l a i  inves tas i  yang  di tuangkan  

dalam  Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  

Review  Kelayakan  Inves tas i .  Oleh  karena  te rbuk t i  

Termohon  PK belum  menyepakat i  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas  

dengan  Pemohon  PK I I  maka ten tu  sa ja  t i dak  akan  pernah  

mendapatkan  fas i l i t a s  pendanaan  dar i  ins t i t u s i  perbankan  

atau  lembaga keuangan.

j . Bahwa bukt i  la i n  be lum  te rcapa inya  kesepakatan  rencana  

bisn i s  (Bus iness  Plan)  anta ra  Pemohon  PK  I I  dengan  

Termohon  PK ada lah  adanya  Bukt i  T- 7a  berupa  Sura t  dar i  

Pemohon  PK  I I  kepada  Di reks i  Termohon  PK  per iha l  

Pendanaan  Proyek  Ja lan  Tol  Semarang  -  Solo  te r t angga l  3 

Jun i  2002 yang in t i n ya  menyatakan :

"Atas  belum  disepaka t i n ya  besaran  da lam  rev iew  bisn i s  

plan  ya i t u  biaya  inves tas i  dan  ta r i f  awal ,  maka  kami  

usu lkan  kepada  saudara  untuk  menggunakan  paramete r  PT.  

Jasa  Marga  (Perse ro )  karena  disusun  berdasarkan  standar  

biaya  yang  te l ah  disepaka t i  o leh  inves to r  la i n ,  namun 

sampai  saat  in i  be lum ada tanggapan  dar i  saudara" .

k . Bahwa  dengan  demik ian  Fakta  Hukum membukt i kan  sampai  

tangga l  3  Jun i  2002- pun  belum  te rcapa i  kesepakatan  

mengenai  Business  Plan  anta ra  Pemohon  PK  I I  dengan  

Termohon PK.

l . Bahwa oleh  karena  i t u  je l as  bahwa  Putusan  Judex  Jur i s  

d ipu tus  atas  dasar  adanya  SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU 

MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI  SETELAH PERKARANYA 

DIPUTUS.  Dengan  demik ian  maka  sudah  seharusnya  Maje l i s  

Hakim  PK membata lkan  Putusan  Kasas i  aquo  dan  mengambi l  

putusan  dengan  mengadi l i  send i r i  dan  menyatakan  menolak  

Kasas i  yang  dia jukan  oleh  Termohon  PK /dahu lu  Pemohon 
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Kasas i /  Pembanding /Penggugat  asa l .

4.7 .  DALIL  TERMOHON PK YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON PK 

I    TELAH MEMBATALKAN KEMENANGAN TENDER TERMOHON PK  

SECARA SEWENANG-WENANG DAN DISKRIMINATIF

a. Bahwa  Termohon  PK  te l ah  melakukan  suatu  

kebohongan  dan  t i pu  musl i ha t  dengan  mengemukakan  

bahwa  Pemohon  PK I  te l ah  membata lkan  kemenangan  

tender  Termohon  PK  karena  beberapa  pemenang  

tender  ja l an  to l  ruas  la i nnya  t i dak /be l um  

diba ta l kan  kemenangannya  dan  d ibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  Revised  Business  Plan  seh ingga  

Pemohon  PK  I  membata lkan  kemenangan  tender  

Termohon  PK  secara  Sewenang- wenang  dan  

Disk r im ina t i f .

b. Bahwa  kebohongan  te rsebu t  d ibuk t i k an  dengan  

adanya  dal i l  Termohon PK yang  menyatakan :

"Bahwa  t i ndakan  Pemohon  PK  I  yang  melakukan  

pembata lan  secara  semena- mena,  tanpa  member ikan  

kesempatan  yang  adi l  kepada  Termohon  PK  untuk  

membela  d i r i  dan  menje laskan  komi tmen  

inves tas i nya  da lam suatu  proses  hukum yang  fa i r ,  

Pemohon  PK  I  juga  nyata - nyata  melanggar  Asas  

Larangan  Melakukan  Disk r im ina t i f  Hukum  karena  

te rdapa t  13  pemenang  tender  proyek  ja l an  to l  

se jak  Tahun  1997  yang  sampai  dengan  dia jukannya  

gugatan  in i  be lum  melaksanakan  proyeknya  dan  

Pemohon  PK I  t i dak  membata lkan  kemenangan  tender  

ke- 13 pemenang tender "  (v i de  bukt i  P- 9)

c. Bahwa  da l i l  te rsebu t  merupakan  kebohongan  dar i  

Termohon  PK,  karena  berdasarkan  Keputusan  

Pres iden  No.  15  Tahun  2002  yang  te l ah  menetapkan  

untuk  melan ju t kan  proyek  Ja lan  Tol  ruas  Semarang-

Solo ,  Pemohon  PK  I I  te l ah  mengundang/membahas  

penerusan  proyek  yang  berhen t i  se jak  kr i s i s  

Disclaimer
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moneter  tahun  1997  yang  din i l a i  pr io r i t a s  ya i t u  6 

(enam)  ruas  ja l an  to l  d ian ta ranya  ada lah  ruas  

Semarang- Solo ,  yang  ar t i n ya  dar i  ke- 6  ruas  ja l an  

to l  yang  di te r uskan ,  Termohon  PK  ada lah  sa lah  

satu  yang proyeknya  layak  untuk  di te ruskan .

d. Bahwa menuru t  Termohon  PK t i ndakan  Pemohon  PK I  

merupakan  t i ndakan  yang  sangat  d isk r im ina t i f  

(quod  non) ,  karena  te rhadap  s i t uas i  hukum yang  

sama,  Pemohon  PK  I  menerapkan  per lakuan  hukum 

yang  berbeda  (ya i t u  dengan  membata lkan  kemenangan  

tender  Termohon  PK  tap i  membiarkan  pemenang  

tender  yang  la i n  dengan  s i t uas i  yang  sama te tap  

mempero leh  haknya  untuk  melaksanakan  proyek  ja l an  

to l  te rsebu t )

e. Bahwa TERBUKTl  Termohon  PK te l ah  gaga l  da lam hal  

Pendanaan  dan  persyara tan  Business  Plan  te rhadap  

ke lan ju t an  proyek  te rsebu t .  Demik ian  pula ,  

te rhadap  inves to r  pemenang  tender  yang  mengalami  

kenda la  Pendanaan  dan  persyara tan  Business  Plan  

maka  Pemohon  PK  I  dapat  melakukan  pencabutan  

ker j asama  maupun  pengakh i ran  pengusahaan  ja l an  

to l .  Tindakan  pencabutan  ker j asama  maupun 

pengakh i ran  pengusahaan  ja l an  to l  o leh  Pemohon PK 

I  t i dak  hanya  di l akukan  te rhadap  Termohon  PK 

sa ja ,  te tap i  juga  te rhadap  inves to r  la i nnya .

f . Bahwa  sebaga i  contoh  pada  tahun  2001  Menter i  

Kimpraswi l  te l ah  mencabut  pember ian  i j i n  

ker j asama  penye lenggaraan  ja l an  to l  Cikampek-

Padala rang  karena  inves to r  t i dak  dapat  memenuhi  

kewaj i bannya  untuk  melaksanakan  pembangunan  ja l an  

to l  Cikampek  -  Padala rang  (V ide  Novum PK I I - 4) .  

Per lakuan  yang  sama  juga  te r j ad i  ket i ka  pada  

tangga l  5  Jun i  2007,  Depar temen  Peker j aan  Umum 

te lah  melakukan  pengakh i r an  per jan j i a n  

pengusahaan  ja l an  to l  ruas  Pandaan  -  Malang  (V ide  

Novum PK I I - 5) .  Begi tu  juga  pada  tangga l  28 Maret  
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2008  te lah  di l akukan  pengakh i r an  per jan j i a n  

pengusahaan  ja l an  to l  ruas  Ci ran jang - Padala rang .  

Hal  in i  membukt i kan  bahwa  Pemohon  PK  I  t i dak  

melakukan   t i ndakan  disk r im ina t i f  (v ide  novum PK 

I I - 6)  ;

g. Bahwa dengan  demik ian  TERBUKTI  Pemohon PK I  t i dak  

pernah  melakukan  t i ndakan  DISKRIMINATIF  kepada  

set i ap  Inves to r  te ru tama  kepada  Termohon  PK 

karena  je l as  bahwa  set i ap  Inves to r  yang  t i dak  

memenuhi  persya ra tan  past i  akan  

dicabu t / d i ba t a l k an  tender  kemenanganya.  

Sebal i knya  j i ka  set i ap  Inves to r  te l ah  memenuhi  

persya ra tan  past i  akan  di l an j u t kannya  kemenangan  

tendernya .

h. Bahwa demik ian  pula  baga imana  mungkin  Pemohon PK 

I  d ida l i l k a n  melakukan  t i ndakan  yang  

disk r im i na t i f  dan  sewenang- wenang  karena  fak tanya  

Termohon  PK  se la l u  diundang  dalam  set i ap  

per temuan  untuk  membahas  ke lan ju t an  proyek  Ja lan  

Tol  Semarang  -  Solo .  Juga  Termohon  PK  se la l u  

dik i r imkan  sura t  baik  berka i t an  dengan  undangan  

rapa t  maupun  berka i t an  dengan  konf i rmas i  

ke lan ju t an  proyek  ja l an  to l  aquo.

i . Bahwa  oleh  karena  t i dak  pernah  ada  t i ndakan  

disk r im i na t i f  yang  di l akukan  o leh  Pemohon  PK I  

sementara  i t u  Putusan  Judex  Jur i s  je l as  dipu tus  

atas  dasar  da l i l  adanya  t i ndakan  disk r im ina t i f ,  

maka  dengan  demik ian  je l as  bahwa  Putusan  Judex  

Jur i s  d ipu tus  atas  dasar  adanya  suatu  kebohongan  

atau  t i pu  musl iha t  p ihak  lawan  yang  dike tahu i  

sete lah  perkaranya  dipu tus .  Dengan  demik ian  maka 

sudah  seharusnya  Maje l i s  Hakim  PK  membata l kan  

Putusan  Kasas i  aquo  dan  mengambi l  putusan  dengan  

mengadi l i  send i r i  dan  menyatakan  menolak  Kasas i  

yang  dia jukan  oleh  Termohon  PK/dahu lu  Pemohon 

Kasas i /Pemband ing /Penggugat  asa l .
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Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  yang  d ia j ukan  oleh  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  I I / Te rguga t  I I  In te r vens i  da lam 

memor i  penin j auan  kembal i  te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah :

I .  DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PK :

1. Bahwa  berdasarkan  Pasa l  23  Undang- Undang  Nomor  4 

tahun  2004  ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  ( "UU  Kekuasaan  

Kehak iman" ) ,  Permohonan  PK  dapat  d i l akukan  te rhadap  

putusan  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap .  Permohonan  

PK in i  adalah  permohonan  yang  bers i f a t  "upaya  hukum lua r  

biasa"  karena  hanya  dapat  d ia j ukan  atas  dasar  "ha l  atau  

keadaan  te r t en tu "  sebaga imana  d ia tu r  d i  da lam  undang-

undang;

2.   Bahwa  Pengajuan  Permohonan  PK in i  d idasarkan  pada  

alasan- a lasan :

a.   Dalam Putusan  Kasas i  te rdapa t  "sua tu  kekh i l a f an  atau  

suatu   keke l i r u an  yang  nyata "  dar i  Maje l i s  Hakim 

Kasas i  ( "Judex  Jur i s " )  da lam  memutus  perkara  aquo.  

Dengan demik ian  te rhadap  Putusan  Judex  Jur i s  te rsebu t  

dapat  d ia j ukan  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  23 UU Kekuasaan  Kehak iman  

Jo.  Pasa l  67 huru f  f  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 2004  

ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  

1985  ten tang  Mahkamah Agung ( "UU Mahkamah Agung" )  jo .  

Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  Nomor  23/PK/TUN/2001  

tangga l  29  Mei  2002  yang  menyatakan  bahwa  Putusan  

Mahkamah Agung  da lam t i ngka t  Kasas i  te l ah  diba ta l kan  

oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  upaya  hukum 

Penin jauan  Kembal i  dengan  per t imbangan  hukum  bahwa 

Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  te rsebu t  te rdapa t  

"keke l i r u an  yang  nyata " .

b.   Di temukannya  sura t - sura t  bukt i  baru  yang  bers i f a t  

menentukan  yang  pada  waktu  perkara  d ipe r i k sa  t i dak  

dapat  d i temukan  (Pasa l  67 huru f  b UU Mahkamah Agung)

c.   Putusan  didasarkan  pada  suatu  kebohongan  atau  t i pu  

musl iha t  p ihak  lawan  yang  dike tahu i  sete lah  
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perkaranya  dipu tus  (Pasa l  67  huru f  a  UU Mahkamah 

Agung) .

I I . PENGAJUAN PERMOHONAN PK TELAH MEMENUHI  KETENTUAN 

HUKUM YANG BERLAKU

      3.  Bahwa permohonan  aquo dia j ukan  atas  dasar :

a.   Adanya  kekh i l a f an  Judex  Jur i s  seh ingga  menimbulkan  

adanya  keke l i r u an  yang  nyata  pada  Putusan  Judex  

Jur i s .  Oleh  karenanya  sesua i  Pasa l  69  huru f  d  UU 

Mahkamah  Agung,  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

te rsebu t  harus  dia j ukan  da lam  jangka  waktu  180  

(se ra tus  delapan  pu luh )  har i  se jak  putusan  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  dan  te l ah  

dibe r i t a hukan  kepada  para  pihak  yang  berperka ra ;

b.    Di temukannya  sura t - sura t  bukt i  baru  yang  

bers i f a t  menentukan  yang  pada  waktu  perkara  

dipe r i k sa  t i dak  dapat  d i t emukan.  Oleh  karenanya  

sesua i  Pasa l  69  huru f  b  UU  Mahkamah  Agung,  

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  te rsebu t  harus  

dia jukan  dalam  jangka  waktu  180  (se ra tus  delapan  

puluh)  har i  se jak  di temukan  sura t - sura t  bukt i ,  yang  

har i  ser ta  tangga l  d i t emukannya  harus  dinya takan  

dibawah  sumpah  dan  d isahkan  oleh  pejaba tyang  

berwenang  ;

c.      Putusan  didasarkan  pada  suatu  kebohongan  atau  

t i pu  musl iha t  p ihak  lawan  yang  d ike tahu i  sete lah  

perkaranya  dipu tus .  Oleh  karenanya  sesua i  pasa l  69 

huru f  a  UU Mahkamah  Agung,  Permohonan  Penin jauan  

Kembal i  te rsebu t  d ia jukan  dalam  jangka  waktu  180  

(se ra tus  delapan  puluh)  har i  se jak  d ike tahu i  

kebohongan  atau  t i pu  musl iha t .

4.   Bahwa se lan ju t nya  sebaga imana  dia tu r  d ida lam  Pasa l  70  

UU Mahkamah Agung,  permohonan  pen in jauan  kembal i  waj i b  

dia j ukan  oleh  pemohon  pen in jauan  kembal i  kepada  

Mahkamah  Agung  mela lu i  Ketua  Pengad i l an  Tingka t  

per tama yang  memutus  perkara ;
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5.  Bahwa Sura t  Pember i t ahuan  dan  Penyerahan  Sal inan  Yang 

Telah  Mempero leh  Kekuatan  Hukum  Tetap  Nomor  W2-

TUN1.182/  HK.06/V I / 2008 ,  ten tang  is i  Putusan  Mahkamah 

Agung Republ i k  Indones ia  No.  175 K/TUN/2007  te r t angga l  

22 Januar i  2008 te l ah  d i t e r ima  oleh  Pemohon PK I I  pada  

tangga l  11 Jun i  2008 (Lampi ran  PK I I - 1) ;

6.  Bahwa  se lan ju t nya  Pemohon  PK  I  te l ah  menyatakan  

Permohonan PK     d ise r t a i  dengan  menyerahkan  Memor i  PK 

in i  mela lu i  kanto r  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  pada tangga l  4 Desember  2008,  ya i t u  

sebe lum batas  waktu  Permohonan  PK yg  ja t uh  pada tangga l  11  

Desember  2008.  Dengan  demik ian  Permohonan  PK  in i  

d i l akukan  sebe lum  jangka  waktu  180  (se ra tus  delapan  

puluh)  har i  berakh i r  dan dengan  ta ta  cara  yang  te l ah  

di ten tukan  oleh  undang- undang.  Oleh  karenanya  

Permohonan  PK in i  sah  menuru t  hukum dan  waj i b  di te r ima  

oleh  Yang Terhormat  Maje l i s  Hakim PK.

I I I .  ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PK :

Bahwa    a lasan- a lasan    permohonan    pen in j auan  

kembal i    se lengkapnya    ada lah    sebaga i  ber i ku t :

ALASAN PERTAMA :

A. Adanya  kekh i l a f an  Hakim atau  keke l i r u an  yang  nyata  dar i  

Judex  Jur i s    karena  te lah  melakukan  peni l a i an  te rhadap  

bukt i  P- 15 ( lamp i ran  PK I I - 2)  d imana  pen i l a i a n  te rhadap  

suatu  ala t  bukt i  bukan lah  wewenang dar i  Judex  Jur i s

7. Bahwa  satu - satunya  per t imbangan  hukum  yang  menjad i  

dasar  bag i  Judex  Jur i s  untuk  mengabu lkan  permohonan  

kasas i  aquo ada lah  sebaga i  ber i ku t :

"Men imbang  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :

- Bahwa  Judex  Fact i  mendasarkan  per t imbangan  

te rsebu t  dengan  menunjuk  bukt i  P- 15  berupa  sura t  
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Bundesen  &  Assoc ia tes  a.n .  Warde l l  Finance  

(Aus t ra l i a )  Pty .L td ;

- Bahwa  apab i l a  di te l i t i  P- 15  bukt i  te rsebu t  

jus t r u  membukt i kan  te rsed ianya  dana  dar i  Warde l l  

Finance  (Aus t ra l l a ) P t y  Ltd ,  yang  akan  disa lu r kan  

untuk  proyek  Semarang- Solo  dan  dana  yang  dimaksud  

t i dak  memer lukan  jaminan  sebaga i  pendukung  dar i  p ihak  

Indones ia  dengan  demik ian  bag i  PT  Karsa  Semesta  

Indah /Penggugat  t i dak  ada  permasa lahan  pendanaan  

karena  sudah  te rsed ia  dana  untuk  pembangunan  proyek  

ja l an  to l  Semarang- Solo ,  inves to r  hanya  meminta  

kepast i an  ten tang  konses i  dar i  PT.  Jasa  Marga  

(Terguga t  I I  In te r vens i )  sebaga i  pe laksana  

penye lenggaraan  ja l an  to l  Semarang- Solo  te rsebu t

- Bahwa dengan  demik ian  penerb i t an  obyek  sengketa  

ten tang  Pembata lan  Penetapan  Penawaran  Penanaman 

Modal ,  ja l an  Tol  Semarang- Solo  a.n .  PT.  KSI  dengan  

alasan  t i dak  te rsed ianya  dana  ada lah  t i dak  bera lasan  

karenanya  harus  dinya takan  bata l .

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  dengan  

in i  t i dak  per lu  mempert imbangkan  alasan- a lasan  yang  la i nnya  

Mahkamah  Agung  berpendapat  te l ah  cukup  alasan  untuk  

mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  te rsebu t  

dan membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  No.  142/B /2006 /PT .TUN.JKT  tangga l  18  Oktober  2006  

yang  menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  No.  08/G/2006 /PTUN.JKTtangga l  30 Mei  2006" .

8. Bahwa  atas  dasar  satu - satunya  per t imbangan  hukum 

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  Judex  Jur i s  te l ah  

member ikan  amar  putusan  yang  sangat  merug ikan  Pemohon PK 

I I  ya i t u :

"Menyatakan  bata l  Keputusan  Menter i  Peker j aan  Umum 

Republ i k  Indones ia  (dahu lu  bernama  Menter i  Permuk iman  

dan  Prasarana  Wilayah)  yang  membata lkan  kemenangan  

Penggugat  da lam penawaran  penanaman Modal  ja l an  to l  ruas  

Semarang- Solo  yang  di t uangkan  dalam  Sura t  Menter i  
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Permukiman  dan  Prasarana  Wi layah  No.JL .01 .03 - MN/738  

tangga l  5 Nopember  2003 ;

"Mencabut  Sura t  Menter i  Permuk iman dan Prasarana  Wilayah  

No.  J I .01 .03 - Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  mengenai  

pembata lan  kemenangan  Penggugat  se laku  pemenang  

penawaran  penanaman modal  ja l an  to l  ruas  Semarang- Solo ; "

9.   Bahwa dengan  member ikan  amar  putusan  te rsebu t  d ia tas ,  

Judex  Jur i s  te lah  melakukan  kekh i l a f an  atau  keke l i r u an  

yang  nyata  karena :

a.  Berdasarkan  buny i  per t imbangan  hukum  ser ta  amar  

putusan  te rsebu t  d ia tas ,  je l as  te l ah  te r j ad i  

kekh i l a f an  atau  keke l i r uan  yang  nyata  karena  Judex  

Jur i s  t i dak  boleh  melakukan  pen i l a i an  te rhadap  has i l  

pembukt i an ,  ha l  mana menjad i  wewenang  sepenuhnya  dar i  

Judex  Fact i .                  (v ide :  Putusan  Mahkamah 

Agung Republ i k  Indones ia  Nomor  221 K/S ip /1973 ,  tangga l  

18 Jun i  1973) .  Bahkan  te r l eb i h  lag i  per t imbangan  hukum 

Pengad i l an  Tingka t  Per tama  dan  Tingka t  Banding  

te rhadap  Ala t  Bukt i  P- 15  te lah  diambi l  dengan  tepa t  

dan  benar ,  ha l  in i  dapat  d i l i h a t  dar i  buny i  

per t imbangan  hukum sebaga imana  te r t e r a  da lam  Putusan  

Tingka t  Per tama  yang  dikua tkan  oleh  Putusan  Tingka t  

Banding  pada  Halaman 93 Angka  5 yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t :

    "Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  bukt i  P- 14= T. ln t v - 16;  

P- 15  = T. ln t v - 10;    P- 17- T. ln t v - 8;  P- 18,  P- 19,  P- 20=  

T. ln t v - 9  dan  P- 21  =  T. ln t v - 10  te rsebu t  d ia tas  maka 

dipe ro l eh  fak ta  hukum  bahwa  masih  te r j ad i  

ket i dakpas t i an  mengena i  ke layakan  pembiayaan  

pembangunan  ja l an  to l  Semarang- Solo ,  dan  permasa lahan  

in i  juga  te lah  dibahas  dalam  rapa t ,  sebaga imana  

te r t uang  dalam Risa lah  Rapat  Pembahasan  Rencana  ja l an  

Tol  Semarang-  Solo ,  tangga l  20  Jun i  2002  (buk t i  

T, ln t r v - 7a) ,  maka  dapat  d is impu lkan  bahwa  Penggugat  

(PT.  Karsa  Semesta  Indah)  sebaga i  pemenang  Tender  

t i dak  dapat  segera  melaksanakan  pembangunan  proyek  
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ja l an  Tol  Semarang- Solo  karena  masih  te r j ad i  

permasa lahan  pendanaan  proyek  te rsebu t .  Hal  in i  sesua i  

dengan  kete rangan  saks i  Agung Purnomo yang  menerangkan  

bahwa  bukt i  P- 15  yang  berupa  sura t  dar i  Wardel l  

Finance  bukan  bukt i  yang  menunjukkan  bahwa PT.  Karsa  

Semesta  Indah  mampu  menyediakan  dana  karena  baru  

berupa  sta tement  penyandang  dana  dan  bukt i  te rsebu t  

be lum  je l as  apakah  sebaga i  modal  atau  pin j aman  

seh ingga  sura t  te rsebu t  be lum  je l as  te ru tama  sura t  

te rsebu t  t i dak  menyebutkan  dana  te rsebu t  untuk  PT.  

Karsa  Semesta  Indah  te tap i  p in jaman  untuk  proyek  

Jakar t a  Outer  Ring  Road (JORR)" .

b.      Bahwa te rdapa t  Yur i sp rudens i  Putusan  Mahkamah Agung  

Rl  ( "Pu tusan  MARI" )  yang  secara  tegas  mengatu r  ten tang  

ket i dakwenangan  Mahkamah  Agung  ( incasu  Judex  Jur i s )  

d ida lam  meni la i  suatu  has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  

penghargaan ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  kasas i  

hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakan  atau  ada  

kesa lahan  dalam  pelaksanaan  hukum.  Yur i sp rudens i  

te rsebu t  ya i t u :

•     Putusan  MARI Nomor  421 K/Pdt /1985  tangga l  10 Mei  

1986

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  da lam pelaksanaan  hukum.

•     Putusan  MARI Reg.  Nomor  2198  K/Pdt / 1984  tangga l  

30 Nopember  1985

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenya taan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  
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kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  dalam pelaksanaan  hukum.  

•     Putusan  MARI  Nomor  2469  K/Pdt /1984  tangga l  8 

Oktober  1985

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  da lam pelaksanaan  hukum.

•     Putusan  MARI  Nomor  3500  K/Pdt /1984  tangga l  31 

Maret  1986

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenya taan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  dalam pelaksanaan  hukum.

•     Putusan  MARI Reg.  Nomor  2958  K/Pdt /1983  tangga l  

15 Apr i l  1985

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenya taan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam  t i ngka t  

kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  dalam pelaksanaan  hukum.

. Putusan  MARI Nomor  221  K/S ip /1973 ,  tangga l  18  Jun i  

1973

Yur i sp rudens i  in i  mengungkapkan  ten tang  adanya  

kebera tan  mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  hal  

mana t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  
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kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  di l aksanakannya  

atau  ada kesa lahan  da lam pelaksanaan  hukum.  

10. Bahwa  oleh  karena  Judex  Jur i s  te lah  melampaui  

kewenangannya  dengan  cara  meni la i  suatu  pembukt i an  yang  

bers i f a t  penghargaan  maka te rbuk t i  pu la  te rdapa t  

KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA,  seh ingga  dengan  

demik ian  Putusan  Kasas i  aquo  sangat  bera lasan  untuk  

diba ta l kan  oleh  Maje l i s  Hakim PK.

 B. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA 

DARI  JUDEX JURIS  KARENA TELAH MENILAI  SUATU ALAT BUKTI  

YANG TELAH TIDAK MEMILIKI  KEKUATAN HUKUM LAGI  (VIDE 

BUKTI  P- 15 JUDEX FACTI)

11. Bahwa  te lah  dida l i l k a n  dia tas  sebaga i  satu - satunya  

alasan  dikabu l kannya  permohonan  kasas i  Termohon  PK 

(dahu lu  Pemohon  Kasas i )  o leh  Judex  Jur i s  da lam 

putusannya  adalah  pen i l a i an  te rhadap  Bukt i  P- 15.  

Sementara  i t u  te rdapa t  fak ta  hukum dimana  Pemohon PK 

pernah  mengajukan  Bukt i  T. l l . l n t - 23a  berupa  Sura t  

dar i  Termohon  PK kepada  Pemohon  PK I I  Nomor  18- KSI-

10/02  tangga l  29  Oktober  2002,  per iha l  Masalah  

Pendanaan  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  dan Pemutusan  untuk  

t i dak  melan ju t kan  ker jasamanya  dengan  inves to r  

Penggugat  ya i t u  In f r as t r u c t u r e  Management  

In te rna t i ona l  Pty .  Ltd .  Bukt i  T. l l . l n t - 23a aquo  te l ah  

DIAKUI  pu la  oleh  Termohon  PK maupun oleh  Judex  Fact i  

ba ik  dalam  pers idangan  Judex  Fact i  Tingka t  Per tama  

maupun  Judex  Fact i  Tingka t  Banding  (Lampi ran  PK I I -

3) .

12.  Bahwa  is i  dar i  Bukt i  T. l l . l n t - 23a  aquo  je l as  

merupakan  PENGAKUAN Termohon  PK  te rhadap  adanya  

pencabutan  Bukt i  P- 15.  Dengan  demik ian  maka te rbuk t i  

bahwa Bukt i  P- 15  te l ah  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum 

lag i  se jak  dike lua rkannya  Bukt i  T. l l . l n t - 23a  tangga l  

29 Oktober  2002 aquo.

13.  Bahwa oleh  karena  Judex  Jur i s  menggunakan  Bukt i  
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P- 15  sebaga i  satu - satunya  alasan  dikabu l kannya  

permohonan  kasas i  Termohon PK (dahu lu  Pemohon Kasas i )  

sementara  TERBUKTI  bahwa Bukt i  P- 15  sebenarnya  te l ah  

dicabu t  dan  t i dak  ber l aku  lag i  dengan  adanya  Bukt i  

T. l l . l n t - 23a maka dengan demik ian  dapat  d is impu lkan :

( i ) Bahwa  Judex  Jur i s  te rbuk t i  te lah  meni la i  

suatu  a la t  bukt i  yang  te l ah  t i dak  memi l i k i  

kekuatan  hukum lag i ;

( i i )  Bahwa  putusan  Judex  Jur i s  aquo  te rbuk t i  

cacat  hukum karena  mendasarkan  kepada  suatu  ala t  

bukt i  yang  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum lag i .     

14. Bahwa  dengan  demik ian  maka  te rbuk t i  te rdapa t  

KEKHILAFAN  ATAU  KEKELIRUAN  YANG NYATA  dar i  Judex  

Jur i s ,  seh ingga  dengan  demik ian  Putusan  Kasas i  aquo  

sangat  bera lasan  untuk  diba ta l kan  oleh  Maje l i s  Hakim 

PK.

ALASAN KEDUA

DITEMUKANNYA BUKTI  BARU ( "NOVUM")  YANG BERSIFAT MENENTUKAN 

YANG PADA WAKTU PERKARA AQUO DIPERIKSA BELUM DIKETEMUKAN

A. Novum  Berupa  Memo  Dinas  Kepala  Badan  Pembinaan  

Konst ruks i  dan  Inves tas i  ( "Bapek in " )  Depar temen  

Pemukiman  dan  Prasarana  Wi layah  ( "K imprasw i l " )  

(sekarang  Depar temen  Peker j aan  Umum)  kepada  Di rek tu r  

Jendera l  Prasarana  Wi layah  ( "D i r j e n  Praswi l " )  Nomor  

43/md/ks /2002  tangga l  11  ju l i  2002  ser ta  Risa lah  Rapat  

Pembahasan  Rencana  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  tangga l  20  

Jun i  2002 dan Daf ta r  Hadi rnya .

15. Bahwa  Novum aquo  di temukan  oleh  Bapak  Max  Antameng,  

PhD,  saat  in i  Kasubd i t  Perencanaan  Umum pada Di rek to ra t  

Jendera l  Bina  Marga,  Depar temen  Peker j aan  Umum (dahu lu  

di  Bapek in  Depar temen  Kimpraswi l )  d imana  tempat ,  har i  

dan  tangga l  penemuan Novum te rsebu t  akan  diu ra i kan  dan  

dinya takan  dida lam  Ber i t a  Acara  Sumpah  yang  disahkan  
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oleh  pe jaba t  yang  berwenang  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasa l  69 huru f  b UU Mahkamah Agung.

16. Bahwa  Pemohon  PK  I  te l ah  menemukan  Novum yang  

bers i f a t  menentukan  yang  pada  waktu  perkara  aquo  

dipe r i k sa  pada  pers idangan  Tingka t  Per tama  dan  Tingka t  

Banding  belum di temukan  ya i t u  berupa  Memo Dinas  Kepala  

Bapek in  kepada  Di r j en  Praswi l  No.  43/MD/KE/2002  tangga l  

11  Ju l i  2002  (V ide  Novum PK I I - 1)  dan  Risa lah  Rapat  

Pembahasan  Rencana  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  beser ta  

Daf ta r  Hadi r  Rapat  d i  Pusat  Pengembangan  Inves tas i  

Bapek in  te r t angga l  20  Jun i  2002  (V ide  Novum PK I I - 2) .  

Bapek in  merupakan  badan  d ibawah  Depar temen  Kimpraswi l  

(sekarang  Depar temen  Peker j aan  Umum)  yang  

ber tanggung jawab  kepada  Menter i  Kimpraswi l  (sekarang  

Menter i  Peker j aan  Umum).  Berdasarkan  ha l  te r sebu t  

d ia tas ,  maka  Pemohon  PK  I I  memohon  agar  d i l akukan  

pemer iksaan  kembal i  te rhadap  bukt i - bukt i  yang  berka i t an  

dengan perkara  aquo.

17.  Bahwa Novum PK I I - 1  dan  Novum PK I l - 2  dan  te rsebu t  

d ia tas  merupakan  Bukt i  Baru  sebaga imana  di j e l a skan  

dalam Pasa l  67 huru f  b UU Mahkamah Agung dengan  a lasan-

alasan  sebaga i  ber i ku t :

a.    Bahwa pada  tangga l  20  Jun i  2002,  te l ah  d iadakan  

per temuan  anta ra  Bapek in  dan  Di r j en  Praswi l  

Depar temen  Kimpraswi l  yang  dihad i r i  o leh  Pemohon PK 

I ,  Pemohon  PK I I  dan  Termohon  PK untuk  membahas 

rencana  penerusan  pembangunan  mas  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo .

b.   Bahwa  dar i  rapa t  te rsebu t  te l ah  dihas i l k an  

kesepaka tan  sebaga i  ber i ku t :

( i )  Rapat  d ip imp in  oleh  Kepala  Bapek in  dengan  

maksud  agar  has i l  rapa t  in i  dapat  d i j ad i kan  

rekomendas i  ke  Menter i  Kimpraswi l  da lam  rangka  

penerusan  proyek- proyek  sesua i  dengan  Keppres  

15/2002 ,  khususnya  Ja lan  Tol  Semarang  -  Solo  

yang  sampai  saat  rapa t  pada  tangga l  20  Jun i  
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2002,  masih  be lum  te r l i h a t  kemampuan 

pendanaannya .  Sela in  i t u  Keputusan  Menko  Ekuin  

dan  Menter i  Kimpraswi l  menyatakan  bahwa  akh i r  

Jun i  2002  Pemer in tah  sudah  harus  menetapkan  

progress  Batch  I  ja l an  to l ,  dan  Semarang- Solo  

ada lah  elemen dar i  Batch  I  te rsebu t  ;

( i i )  Masalah  in t i  da lam  proyek  ja l an  Tol  

Semarang  -  Solo  in i  ada lah  adanya  ket i dakpas t i an  

inves to r  mengenai  ke layakan  pembiayaan ;

( i i i )  Beberapa  tanggapan  ins tans i  te r ka i t  

berka i t an  dengan ja l an  to l  Semarang  Solo  ada lah :

a. Jasa  Marga  sudah  meminta  kepada  PT KSI  untuk  

membukt i kan  kemampuan f i nans ia l  PT KSI  Jasa  

Marga  send i r i  sudah  beberapa  ka l i  mengadakan  

per temuan  dan  d iskus i ,  te tap i  PT KSI  t i dak  

bisa  menunjukan  kete rsed iaan  dananya .  Bahkan  

pihak  Jasa  Marga  meragukan  keberadaan  

perusahaan  yang  bersangku tan ,  te rbuk t i  dar i  

adanya  sura t / f a x  dar i  a lamat  dan  nomor  

te l epon  yang  mengada- ada.

b. Pihak  Pemda,  ba ik  dar i  t i ngka t  Prop ins i ,  

Kabupaten ,  maupun  BKPMD  Jateng  da lam 

ka i t annya  dengan  proyek  Semarang  Solo  sudah  

ser ing  di l akukan  per temuan  ru t i n  dengan  

inves to r  maupun  p ihak  te rka i t  la i nnya  dan  

te lah  diben tuk  t im  ad  hoc,  namun  t i dak  

menghas i l k an  apa- apa.  Mereka  mengharapkan  

rapa t  in i  ada lah  yang  te rakh i r  dan  has i l  

yang  f i na l .

c . Di r j en  Praswi l  meminta  k la r i f i k a s i  dan batas  

waktu  penerusan  proyek  Semarang  Solo  

te rsebu t  kepada  PT KSI .
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( i v )  Jawaban dar i  PT KSI  berka i t an  proyek  ja l an  to l  

in i  anta ra  la i n :

PT  KSI  sudah  berusaha  mendapatkan  bukt i  

kete rsed iaan  dananya  dengan  meminta  bank  

koresponden  dar i  p ihak  PT Jasa  Marga,  namun ha l  

in i  d i t o l a k  PT Jasa  Marga  karena  PT Jasa  Marga  

t i dak  mau  te r j ebak  sebaga i  pen jamin  dana  

te rsebu t ,  d imana  seharusnya  PT  KSI  lah  yang  

ber tanggung jawab.

Demi  te rwu judnya  proyek  in i  PT  KSI  bersed ia  

"menjua l "  proyek  in i  kepada  ca lon  inves to r  baru ,  

menginga t  ka lau  di l akukan  tender  ulang  akan  

memakan  waktu  yang  lama  dan  b iaya  yang  cukup  

besar .  PT KSI  berusaha  meyak inkan  semua  pihak  

bahwa  mereka  sudah  memi l i k i  dananya  dan  te l ah  

mendapatkan  par tne r  baru .

(v ) Pihak  Inves to r  kembal i  d iber i  kesempatan  ±  1 

(sa tu )  minggu  untuk  membukt i kan  kes iapan  dana  

dalam pembangunan ja l an  Tol  Semarang- Solo

(v i ) Al te rna t i f  so lus i  yang  merupakan  kesepaka tan  

rapa t  ada lah  :

a. apab i l a  da lam  1  (sa tu )  minggu  in i  Inves to r  

dapat  membukt i kan  pendanaannya,  maka  proyek  

akan  dise rahkan /d i l a n j u t k an  oleh  inves to r ,  

b. apab i l a  seba l i k nya ,  maka akan  di rev i ew  tender  

ulang

c.   Bahwa  berdasarkan  Bukt i  PK I I - 2  a  quo  maka  rapa t  

te rsebu t  d ihad i r i  o leh  :

( i )       Bapak  Wib isono  dar i  Bapek in

( i i )       Bapak  Yeru  Sal im ian to  dar i  BPM Prop ins i  Jawa 

Tengah

( i i i )      Bapak Agung Purnomo dar i  Pemohon PK I I

iv)      Bapak Max Antameng dar i  BAPEKIN

v)      Bapak Dedi  KS dar i  Pemohon PK I I

vi)      Bapak Djonny  dar i  Arcad ia  Chandra
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(v i i )      Bapak Chandra  S dar i  Termohon PK

(v i i i )     Bapak  Syai f u l  Iman dar i  PT.Adh i  Karya

     ( i x )       Bapak Sutomo dar i  PEMDA Kabupaten  Semarang

18.   Bahwa  berdasarkan  hal  d ia tas  te rdapa t  Fakta  Hukum 

sebaga i  ber i ku t :

a. Bahwa Termohon  PK te l ah  had i r  da lam rapa t  dan bahkan  

te lah  menandatangan i  Daf ta r  Hadi r  (V ide  Novum PK I I -

2)  aquo.  Dengan  demik ian  maka  Termohon  PK  te lah  

mengetahu i  dengan  has i l  rapa t  te rsebu t ;

b. Bahwa  Termohon  PK te l ah  mengetahu i  da lam  waktu  1 

(sa tu )  minggu  waj i b  memenuhi  kesanggupan  pendanaan  

untuk  penye lenggaraan  Ja lan  Tol  Semarang- Solo ;

c. Bahwa  te rnya ta  TERBUKTI  sampai  dengan  tangga l  11 

Ju l i  2002  (sampai  d ibua tnya  Memo  Dinas  Nomor  

43/MD/KE/2002  dar i  Kepala  Bapek in  Depar temen  

Kimpraswi l ,  Termohon  PK  t i dak  dapat  memenuhi  

kepast i an  pendanaan  Ja lan  Tol  Semarang- Solo .

19. Bahwa berdasarkan  fak ta  te rsebu t  d ia tas  maka  te rbuk t i  

bahwa  Termohon  PK  te lah  t i dak  dapat  lag i  memenuhi  

kesanggupan  pendanaan  untuk  penye lenggaraan  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo .  Dengan demik ian  maka pembata lan  te rhadap  

Penetapan  Termohon PK sebaga i  Pemenang untuk  ruas  Ja lan  

Tol  Semarang- Solo  ada lah  berdasar  hukum.  Sebal i knya  

tun tu tan  Termohon  PK agar  Pemohon PK I  membata lkan  dan  

mencabut  Sura t  Menter i  Pemukiman  dan  Prasarana  Wi layah  

Nomor  JL01.03- Mn/738  tangga l  5  Nopember  2003  ada lah  

t i dak  berdasarkan  hukum.

20. Bahwa  dengan  demik ian  Putusan  Kasas i  aquo  sangat  

bera lasan  untuk  diba ta l kan  o leh  Maje l i s  Hakim PK.

B. NOVUM BERUPA BERITA ACARA HASIL  EVALUASI  DAN NEGOSIASI  

ATAS REVIEW KELAYAKAN INVESTASI  ANTARA PEMOHON PK I I  

DENGAN PARA INVESTOR DI  BEBERAPA RUAS JALAN TOL.

21. Bahwa  Novum aquo  di temukan  oleh  Bapak  I r .  Dedi  
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Kr isna r i awan  Sunoto  dar i  Pemohon  PK  I I ,  d imana  

tempat ,  har i  dan  tangga l  penemuan  Novum te rsebu t  

akan  diu ra i kan  dan  dinya takan  dida lam  Ber i t a  Acara  

Sumpah  yang  disahkan  o leh  pejaba t  yang  berwenang  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  69  huru f  b  UU 

Mahkamah Agung.

22. Bahwa  se la i n  Novum  pada  alasan  Kedua  but i r  A 

te rsebu t ,  Pemohon PK I I  te lah  menemukan  Novum yang  

bers i f a t  menentukan  yang  pada  waktu  perkara  aquo  

dipe r i k sa  Judex  Fact i  ba ik  d i  Tingka t  Per tama  

maupun Tingka t  Banding  belum di t emukan  ya i t u  berupa  

Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  

Review  Kelayakan  Inves tas i  Ja lan  Tol  anta ra  Pemohon 

PK I I  dengan  Inves to r - Inves to r  la i nnya ,  ya i t u  untuk  

ruas  ja l an  to l  sebaga i  ber i ku t :

a. Ruas  Tol  Gempol - Pandaan,  No:  031A/BA- DIR/2002 ,  

tangga l  23 Agustus  2002.

b. Ruas    Tol    Surabaya    Easte rn    Ring    Road 

(Tahap    I :    Waru- Juanda) ,    Nomor  18/BA/2002 ,  

tangga l  9 September  2002.

c. Ruas  Tol  Ci ran jang - Padala rang ,  Nomor  21/BA/2002 ,  

tangga l  17 September  2002.

d. Ruas  Tol   Bekas i  Timur - Cawang- KP.   Melayu ,  

Nomor  20/BA/2002 ,  tangga l   17 September  2002.

e. Ruas  Tol  Waru  (A loha) -  Wonokromo- Tanjung  Nomor  

22/BA/2002  (V ide  Novum PK l l - 3a s/d  3e)

23. Bahwa da lam sebuah  inves tas i  ja l an  to l ,  d ibu tuhkan  

ka j i an  atas  ke layakan  inves tas i  ja l an  to l .  Kaj i an  

atas  ke layakan  aquo  di tuangkan  dalam  bentuk  

Business  Plan  dimana  apab i l a  Bus iness  Plan  in i  

d isepaka t i  o leh  Pemohon  PK I I  maka  kesepaka tan  

aquo  akan  di tuangkan  da lam  sebuah  dokumen 

berben tuk  Ber i t a  Acara .  Novum  PK  l l - 3  aquo  

membukt i kan  bahwa anta ra  Pemohon PK I I  dengan  para  

inves to r  untuk  ruas  ja l an  to l  sebaga imana  te rsebu t  

d ia tas  te l ah  te rcapa i  kesepaka tan  Bus iness  Plan  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

yang  mel ipu t i  has i l  ka j i an  atas  ke layakan  

inves tas i  ja l an  to l ,  ser ta  te lah  di tuangkan  dalam 

sebuah  dokumen  berben tuk  Ber i t a  Acara .  Sementara  

i t u ,  TERBUKTI  untuk  ruas  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  

t i dak  pernah  di temukan  adanya  Ber i t a  Acara  apapun  

yang  dibua t  untuk  membukt i kan  adanya  kesepaka tan  

Business  Plan  te rsebu t .

24. Dengan  demik ian  dapat  d is impu lkan  bahwa  anta ra  

Pemohon  PK I I  dengan  Termohon  PK belum  te r j ad i  

kesepaka tan  Bus iness  Plan ,  karena  apab i l a  te lah  

te rcapa i  kesepaka tan  maka  akan  di tuangkan  da lam 

Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  

Review  Kelayakan  Inves tas i  seper t i  yang  te l ah  

te r j ad i  pada inves to r - inves to r  la i nnya .

C. ADANYA SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN PENGAKHIRAN OLEH 

PEMOHON PK I  TERHADAP BEBERAPA INVESTOR JALAN TOL YANG 

TIDAK  MEMENUHI  SYARAT,  SEBAGAI  BUKTI  TIDAK  ADANYA 

DISKRIMINASI  ATAU KESEWENANG-WENANGAN PEMOHON PK  I  

SERTA PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM

25. Bahwa  Novum aquo  di temukan  oleh  Bapak  I r .  Ar i f  

Har i yono ,  SH dar i  Badan Pengatu r  Ja lan  Tol  ( "BPJT" )  

dan  oleh  Bapak  I r .  Dedi  Kr i sna r i awan  Sunoto  dar i  

Pemohon  PK  I I  d imana  tempat ,  har i  dan  tangga l  

penemuan  Novum  te rsebu t  akan  diu ra i kan  dan  

dinya takan  dida lam  Ber i t a  Acara  Sumpah  yang  

disahkan  oleh  pejaba t  yang  berwenang  sebaga imana  

dia tu r  dalam Pasa l  69 huru f  b UU Mahkamah Agung.

26. Bahwa  adanya  fak ta  hukum Termohon  PK te l ah  gaga l  

da lam  ha l  Pendanaan  dan  persyara tan  Business  Plan  

te rhadap  ke lan ju t an  proyek  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  

menyebabkan  pembata lan  penetapan  pemenang  penawaran  

penanaman modal  Ja lan  Tol  ruas  Semarang- Solo  aquo.  

Namun  demik ian ,  keputusan  pencabutan  dan 

pengakh i r an  juga  dibe r l a kukan  kepada  inves to r  ruas  
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ja l an  to l  la i nnya .  Beberapa  inves to r  ja l an  to l  

te rsebu t  ya i t u :

a. Pada  tahun  2001  Menter i  Kimpraswi l  te lah  

mencabut  pember ian  i j i n  ker j asama 

penye lenggaraan  Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  

karena  inves to r  t i dak  dapat  memenuhi  

kewaj i bannya  untuk  melaksanakan  pembangunan  

Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  aquo.  Pencabutan  

te rsebu t  mela lu i  Keputusan  Menter i  Permuk iman  

dan  Prasarana  Wi layah  Nomor  417/KPTS/M/2001  

ten tang  Pencabutan  Keputusan  Menter i  Peker j aan  

Umum Rl  Nomor  321/KPTS/1994  ten tang  Pember ian  

I j i n  Ker jasama  Penye lenggaraan  Ja lan  Tol  

Cikampek- Padala rang  kepada  Perusahaan  Perseroan  

(Perse ro )  PT.  Jasa  Marga  dalam  bentuk  usaha  

patungan  PT.  Ci t ra  Ganesha  Marga  Nusanta ra  

tangga l  18  Ju l i  2001  dan  d i t anda tangan i  o leh  

Menter i  Permuk iman  dan  Prasarana  Wi layah ,  I r .  

Erna  Witoe la r ,  Msi  (V ide  Novum PK I I - 4) .

1) Bahwa  dengan  Keputusan  Menter i  Peker jaan  

Umum Rl  Nomor  321/KPTS/1994  tangga l  24 

Oktober  1994,  Menter i  Peker j aan  Umum te lah  

member ikan  i j i n  kepada  Pemohon  PK I I  untuk  

mengadakan  ker j asama  dengan  PT.  Ci t r a  

Ganesha  Marga  Nusanta ra  dalam 

menyelenggarakan  Ja lan  Tol  Cikampek-

Padala rang .  Namun  demik ian ,  PT.  Ci t r a  

Ganesha Marga  Nusanta ra  t i dak  dapat  memenuhi  

kewaj i bannya  untuk  melaksanakan  pembangunan  

Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  sesua i  dengan  

yang  di te t apkan  anta ra  Pemohon PK I I  dengan  

PT.  Ci t ra  Ganesha Marga  Nusanta ra .  Dalam hal  

in i  upaya  negos ias i  atau  musyawarah  te l ah  

di l akukan  namun  t i dak  mempero leh  keputusan  

yang  memungkinkan  dipenuh inya  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  dalam Keputusan  Menter i  
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Peker j aan  Umum  Rl  Nomor  321/KPTS/1994  

tangga l  24 Oktober  1994 aquo.

2) Bahwa  akh i rnya  dengan  alasan  untuk  

mengamankan aset  negara  dan agar  pe laksanaan  

pembangunan  Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  

dapat  d i l an j u t k an  ser ta  untuk  memenuhi  

kebutuhan  masyaraka t  akan  sarana  dan  

prasarana  ja l an  yang  memadai  maka  mela lu i  

Novum  P  I I - 4  aquo  di l akukan  pencabutan  

pember ian  i j i n  ker j asama  penye lenggaraan  

Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  (Keputusan  

Menter i  Peker j aan  Umum  Rl  Nomor  

321/KPTS/1994  tangga l  24 Oktober  1994) .

3) Dengan  demik ian  maka  Novum  P  I I - 4  aquo  

membukt i kan  bahwa  Pemohon  PK  I  t i dak  

melakukan  disk r im i nas i  atau  kesewenang-

wenangan te rhadap  Termohon PK.  Demik ian  pula  

Pemohon  PK  I  te lah  melakukan  persamaan  

kedudukan  dalam hukum karena  per lakuan  yang  

sama  juga  ber laku  te rhadap  inves to r  ja l an  

to l  la i nnya  yang  je l as - je l as  t i dak  memenuhi  

syara t  untuk  menyelenggarakan  ja l an  to l .

b. Pada  tangga l  5  Jun i  2007  juga  te lah  di l akukan  

pengakh i r an  per jan j i a n  pengusahaan  Ja lan  Tol  

ruas  Pandaan- Malang .  Pengakh i ran  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  Sura t  dar i  Depar temen  

Peker j aan  Umum Rl  Nomor  HK.02.07 - Mn/206  tangga l  

5  Jun i  2007  yang  di tu j u kan  kepada  Di rek tu r  

Utama  PT  Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  per i ha l  

Pember i t ahuan  Pengakh i ran  Per jan j i a n  

Pengusahaan  Ja lan  Tol  Ruas  Pandaan- Malang  

anta ra  Pemer in tah  dan  PT  Setdco  In t r i n s i c  

Nusanta ra  Nomor  192/PPJT/V /Mn/2006  tangga l  29 

Mei  2006  (PPJT)  ser ta  di tanda tangan i  o leh  

Sekre ta r i s  Jendera l  atas  nama Menter i  Peker jaan  

Umum, Roestam Sjar i e f .  (V ide  Novum PK I I - 5) .

Disclaimer
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1) Bahwa BPJT te l ah  mengi r imkan  sura t  kepada  PT.  

Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  per iha l  Per inga tan  

Per tama  atas  Kela la i an  Penyed iaan  Jaminan  

Pelaksanaan  dan  Dana  Tanah  untuk  Ruas  Ja lan  

Tol  Pandaan- Malang  mela lu i  sura tnya  Nomor  

385B/PBJT/KE/HK.02 .07 /2006  tangga l  13  Jun i  

2006.  Sura t  aquo  di i ku t i  dengan  sura t  

ber i ku tnya  dengan  Nomor  

507/BPJT/KE/KU.08 .05 /2006  tangga l  27  Ju l i  

2006  ser ta  sura t  Nomor  

632/BPJT/KE/KU.08 .05 /2006  tangga l  8 September  

2006 per iha l  ha l  yang  sama.

2) Pada tangga l  10 Januar i  2006,  BPJT te lah  pula  

mengi r imkan  sura t  dengan  Nomor  HK.02.07- SJ/19  

per iha l  Pember i t ahuan  Cidera  Jan j i  d imana  

Pemohon  PK  I  te l ah  menginga tkan  ten tang  

kete r l ambatan  dalam  pencapa ian  Financ ia l  

Close  dan  meminta  PT.  Setdco  In t r i n s i c  

Nusanta ra  untuk  memperba ik i  c ide ra  jan j i  

te rsebu t  da lam  waktu  90  (sembi l an  puluh)  

har i .  Perpan jangan  waktu  pun  te l ah  dibe r i k an  

oleh  Pemohon  PK I  sampai  dengan  tangga l  29 

Mei  2007  mela lu i  sura tnya  Nomor  HK.02.07 -

Mn/146D tangga l  10 Apr i l  2007.

3) Dikarenakan  hingga  tangga l  29  Mei  2007  dan  

berdasarkan  Pasal  5.2  PPJT,  PT.  Setdco  

In t r i n s i c  Nusanta ra  t i dak  dapat  membukt i kan  

te lah  mencapa i  Financ ia l  Close ,  maka  sesua i  

dengan  Pasa l  13.1 .2  PPJT,  Pemohon  PK  I  

menyatakan  mengakh i r i  Per jan j i a n  Pengusahaan  

Ja lan  Tol  Ruas  Pandaan- Malang  anta ra  

Pemer in tah  (cq  Pemohon  PK  I )  dengan  PT.  

Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  No.  

192/PPJT/V /Mn/2006  tangga l  29 Mei  2006 secara  

sep ihak  te rh i t ung  se jak  sura t  pember i t ahuan  

( i n  casu  5  Jun i  2007)  dengan  ak iba t  
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pengakh i r an  sebaga imana  dalam  Pasa l  13.1 .3a  

dimana  pemer in tah  berhak  secara  sep ihak  untuk  

mengambi l  a l i h  dan  meneruskan  peker j aan  

konst ruks i  atau  menunjuk  p ihak  la i n  untuk  

meneruskan  peker j aan  kons t ruks i  sesua i  dengan  

syara t  dan  keten tuan  yang  te l ah  di te t apkan  

oleh  pemer in tah  dan  mencai r kan  Jaminan  

Pelaksanaan  PT.  Setdco  In t r i n s i c  Nusanta ra  

dar i  Bank  Mandi r i  dengan  Nomor  7713107521106  

tangga l  3 Ju l i  2006.

4) Dengan  demik ian  maka  Novum  P  11- 5  aquo  

membukt i kan  bahwa  Pemohon  PK  I  t i dak  

melakukan  disk r im i nas i  atau  kesewenang-

wenangan  te rhadap  Termohon  PK.  Demik ian  pula  

Pemohon  PK  I  te lah  melakukan  persamaan  

kedudukan  dalam  hukum karena  per lakuan  yang  

sama juga  ber laku  te rhadap  inves to r  ja l an  to l  

la i nnya  yang  je l as - je l as  t i dak  memenuhi  

syara t  untuk  menyelenggarakan  ja l an  to l .

c . Begi tu  juga  pada  tangga l  28  Maret  2008  te lah  

di l akukan  pengakh i ran  per jan j i a n  pengusahaan  

Ja lan  Tol  ruas  Ci ran jang - Padala rang  mela lu i  Sura t  

dar i  Depar temen Peker j aan  Umum Rl  Nomor  HK.02.07 -

Mn/163  tangga l  28  Maret  2008  yang  di tu j ukan  

kepada  Di rek tu r  Utama  PT  Binapur i  Nyndiac ip t a  

Karya tama  per iha l  Pember i t ahuan  Pengakh i ran  

Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  Tol  Ruas  Ci ran jang -

Padala rang  anta ra  Pemer in tah  dan  PT  Binapur i  

Nyndiac i p t a  Karya tama  Nomor  09/PPJT/V I I /Mn /2007  

tangga l  27  Ju l i  2007  ser ta  di tanda tangan i  o leh  

Menter i  Peker j aan  Umum,  Djoko  Ki rmanto  (V ide  

Novum PK I I - 6) .

1) Bahwa  Novum  PK  I I - 6  aquo  di te rb i t k an  oleh  

Pemohon  PK  I  atas  dasar  adanya  keten tuan  

beberapa  pasa l  Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

Tol  ruas  Ci ran jang - Padala rang  Nomor  

09/PPJT/V I I /Mn /2007  tangga l  27  Ju l i  2007  

( "PPJT" ) .  Pasal - pasa l  te rsebu t  ya i t u  Pasa l  3 

mengenai  Jaminan  Pelaksanaan;  Pasa l  4  angka  

4.5  mengenai  Pembayaran  Pengadaan  Tanah  o leh  

Perusahaan  Ja lan  Tol ;  Pasal  5  angka  5.2  

mengenai  Financ ia l  Close  jo  Pasa l  13  mengena i  

Cidera  Jan j i  Pengusahaan  Ja lan  Tol .

2) Bahwa PT.  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama  te l ah  

mendapat  per inga tan  dar i  Pemohon PK I  mela lu i  

sura tnya  Nomor  651/BPJT/KE/KU.08 .05 /2007  

tangga l  14  Agustus  2007  per iha l  Per inga tan  

kete r l ambatan  dalam  Penyerahan  Jaminan  

Pelaksanaan,  Pembukaan  Rekening  Pengadaan  

Tanah dan Penyeto ran  Dana Tanah Tahap I .

3) Bahwa  sura t  per inga tan  aquo  d isusu l  dengan  

adanya  sura t  dar i  pemohon PK I  Nomor  KH.02.07-

s j / 589  tangga l  13  September  2007  per iha l  

Pember i t ahuan  Cidera  Jan j i ,  dan  Pemohon  PK I  

te lah  member ikan  waktu  se lama  90  (sembi l an  

puluh )  har i  sampai  tangga l  12  Desember  2007  

untuk  memperba ik i  Cidera  Jan j i  aquo.  

4) Oleh  karena  sampai  tangga l  12  Desember  2007,  

PT  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama  t i dak  

melaksanakan  kewaj i bannya ,  maka  dik i r imkan  

kembal i  sura t  Pemohon  PK  I  Nomor  

25A/BPJT/KE/KU.08 .05 /2008  tangga l  16  Januar i  

2008  per iha l  Per inga tan  atas  Kewaj iban  

Pemenuhan  Financ ia l  Close ,  ber i s i  teguran  

kepada  PT.  Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama  

dalam  kewaj i ban  pencapa ian  Financ ia l  Close  

yang  harus  di l akukan  se lambat - lambatnya  

tangga l  27 Januar i  2008.

5) Bahkan  Pemohon PK I  te l ah  member ikan  tambahan  

waktu  mela lu i  sura tnya  Nomor  

39/BPJT/KE/KU.01 .01 /2008  tangga l  22  Januar i  

Disclaimer
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2008  per iha l  Tambahan Waktu  Penyerahan  Jaminan  

Pelaksanaan  dan  Pembukaan  Rekening  Pengadaan  

Tanah  ser ta  Menyeto rkan  Dana  Tanah  Tahap  I ,  

sampai  batas  tangga l  6 Januar i  2008.

6) Bahwa oleh  karena  sampai  dengan  tangga l  yang  

di t en tukan  (6  Januar i  2008)  PT.  Binapur i  

Nyndiac i p t a  Karya tama  te l ah  t i dak  melaksanakan  

kewaj i bannya ,  maka  Pemohon  PK  I  mengakh i r i  

Per jan j i a n  Pengusahaan  Ja lan  Tol  Ruas 

Ci ran jang - Padala rang  anta ra  Pemer in tah  dan  PT.  

Binapur i  Nyndiac ip t a  Karya tama  Nomor  

09/PPJT/V I I /Mn /2007  tangga l  27 Ju l i  2007.

7) Dengan  demik ian  maka  Novum  PK  I I - 5  aquo  

membukt i kan  bahwa Pemohon PK I  t i dak  melakukan  

disk r im inas i  atau  kesewenang- wenangan  te rhadap  

Termohon  PK.  Demik ian  pula  Pemohon PK I  te l ah  

melakukan  persamaan  kedudukan  da lam  hukum 

karena  per lakuan  yang  sama  juga  ber laku  

te rhadap  inves to r  ja l an  to l  la i nnya  yang  

je l as - je l as  t i dak  memenuhi  syara t  untuk  

menyelenggarakan  ja l an  to l .

27. Bahwa bukt i - bukt i  te rsebu t  d ia tas  merupakan  Novum 

yang  bers i f a t  menentukan  yang  belum di temukan  pada  

saat  perkara  aquo dipe r i k sa  baik  dalam pers idangan  

Judex  Fact i  Tingka t  Per tama  maupun  Tingka t  

Banding .

ALASAN KETIGA

ADANYA PUTUSAN JUDEX JURIS  YANG DIDASARKAN PADA SUATU 

KEBOHONGAN ATAU TIPU  MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI 

SETELAH PERKARANYA DIPUTUS

28.   Bahwa  kebohongan  atau  t i pu  musl iha t  aquo  ada lah  

sebaga i  ber i ku t :

A. DALIL  TERMOHON PK  YANG  MENYATAKAN  KESEPAKATAN 

BUSINESS PLAN ANTARA TERMOHON PK DAN PEMOHON PK I I  

TELAH TERPENUHI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

29. Termohon  PK te l ah  melakukan  suatu  kebohongan  dan  

t i pu  musl i ha t  dengan  mengemukakan  bahwa  te l ah  

te rcapa i  kesepaka tan  rencana  b isn i s  (Bus iness  

Plan)  anta ra  Termohon  PK dengan  Pemohon  PK I I  

berdasarkan  has i l  per temuan  d i  kanto r  Kepala  

Div i s i  Pengembangan  Usaha  Pemohon  PK I I  dengan  

Termohon  PK tangga l  16  Januar i  2002.  Kebohongan  

dan  t i pu  musl iha t  aquo  dibuk t i k an  dengan  

dia j ukannya  Bukt i  P- 19  da lam  pers idangan  Judex  

Fact i  Tingka t  Per tama  maupun Judex  Fact i  Tingka t  

Banding .

30. Bahwa  Bukt i  P- 19  aquo  belum  dapat  membukt i kan  

bahwa te l ah  te rcapa inya  kesepaka tan  Business  Plan  

dengan  Pemohon PK I I  karena  bukt i  te rsebu t  hanya  

melaporkan  mengenal  perkembangan  masalah  

pendanaan  dan  act i on  p lan  yang  akan  disampaikan  

oleh  In f r as t r u c t u r e  Management  In te rna t i ona l  

( " IM I " ) .  Sementara  i t u  pada  akh i rnya  ker jasama  

anta ra  IMI  dengan  Termohon  PK mengalami  masalah  

seh ingga  Termohon  PK memutuskan  ker j asama  dengan  

IMI  aquo (V ide  Bukt i  T. ln t  23- a Judex  Fact i )

31. Bahwa  Business  Plan  merupakan  sa lah  satu  

persyara tan  yang  harus  dipenuh i  o leh  Termohon  PK 

disamping  adanya  kecukupan  dana.  Krono log i s  

s ingka t  ten tang  dipe rsya ra t kan  adanya  Bus iness  

Plan  ada lah  sebaga imana  d iu ra i kan  ber i ku t  in i .

32. Bahwa  berdasarkan  Keputusan  Pres iden  Nomor  15 

Tahun  2002,  Pemohon PK I  mela lu i  Di r j en  Praswi l  

te lah  mengi r im  sura t  kepada  Pemohon PK I I  mela lu i  

sura tnya  Nomor  UM.01.03- Dp/190  tangga l  3 Mei  2002  

yang  is i n ya  agar  Pemohon PK I I  mengambi l  langkah-

langkah  sebaga i  ber i ku t :

a. Mengambi l  langkah- langkah  untuk  melakukan  

pen i l a i a n  ke layakan  proyek- proyek  yang  

te rhen t i  dan  menetapkan  proyek  yang  din i l a i  

Disclaimer
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dapat  di te ruskan

b. Proyek- proyek  yang  d i i nd i kas i kan  layak  secara  

f i nans ia l  agar  inves to rnya  d imin ta  menetapkan  

untuk  segera  menyampaikan  pernya taan  minat  dan  

rev iew  proposa l  ke layakan  pal i ng  lam bat  Jun i  

2002 (V ide  Bukt i  T- 9 Judex  Fact i e )

33. Bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  d ia tas ,  Pemohon PK 

I I  te l ah  melakukan  pen i l a i a n  ulang  kepada  para  

pemenang  tender  te rmasuk  kepada  Termohon  PK 

menginga t  se lama  kurun  waktu  tahun  1996- 1997  

masalah  pendanaan  belum juga  te rea l i s as i .

34. Bahwa  Pemohon  PK  I I  te lah  mengundang/membahas  

penerusan  proyek  yang  berhen t i  se jak  kr i s i s  

monete r  tahun  1997  yang  d in i l a i  pr io r i t a s  ya i t u  

ruas  :

( i )   Semarang- Solo ,

( i i )  Gempol - Pandaan,

( i i i )  Bekas i  Timur - Cawang- Kampung Melayu ,

( i v )  Waru- Juanda  (Surabaya  Easte r rn  Ring  Road) ,

(v )  Waru (A loha )  Wonokromo- Tanjung  Perak

(v i )  Ci ran jang - Padala rang .

Dar i  ke- 6  (enam)  ruas  te rsebu t ,  5  ( l ima )  

dian ta ranya  te l ah  te rcapa i  kesepaka tan  rev iew  

ke layakan  proyek  yang  dibuk t i k an  dengan  Ber i t a  

Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  Review  

Kelayakan  Inves tas i .  Dar i  ke- 6  (enam)  

perusahaan/ i nves to r  pemenang tender  atas  6 (enam)  

ruas  ja l an  te rsebu t  hanya  Termohon  PK sa ja  yang  

t i dak  memi l i k i  Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  

Negos ias i  Atas  Review Kelayakan  Inves tas i .

35. Bahwa dar i  has i l  pene l i t i a n  yang  di l akukan  o leh  

Pemohon  PK  I I  dan  mengacu  kepada  harga  

perh i t ungan  yang  sama  (berdasarkan  ni l a i  

inves tas i  dan  ta r i f  awal )  yang  diber l akukan  pada  

semua ca lon  Inves to r  dan dimin ta  untuk  mengajukan  

proposa l  Review  Kelayakan  Proyek ,  hanya  Termohon  

Disclaimer
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PK yang  t i dak  dapat  memenuhi  harga  yang  sama 

te rsebu t  karena  Termohon PK mengajukan  harga  yang  

leb ih  t i ngg i  d iband ingkan  dengan  inves to r  

la i nnya .

36. Bahwa  j i ka  te lah  te r j ad i  kesepakatan  mengenai  

Business  Plan  anta ra  Pemohon PK I I  dan  Termohon  

PK  maka  kesepaka tan  te rsebu t  ten tu  sa ja  akan  

di t uangkan  dalam Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  

Negos ias i  Atas  Review  Kelayakan  Inves tas i .  Fakta  

membukt i kan  bahwa t i dak  pernah  ada  Ber i t a  Acara  

Hasi l  Evaluas i  dan  Negos ias i  Atas  Review  

Kelayakan  Inves tas i  anta ra  Pemohon  PK I I  dengan  

Termohon PK.

37. Bahwa sebaga i  standar  prosedura l  da lam penga juan  

pendanaan  ser ta  da lam  rangka  menerapkan  Asas  

Kehat i - hat i an ,  sebuah  ins t i t u s i  perbankan  atau  

lembaga  keuangan  akan  meminta  dipenuh inya  

beberapa  persyara tan  yang  d ipe r l u kan  dalam 

meni la i  pember ian  kred i t  inves tas i  ja l an  to l  

misa lnya  adanya  besaran  ta r i f ,  masa  konses i ,  

vo lume  la l u  l i n t a s  dan  ni l a i  inves tas i  yang  

di t uangkan  dalam Ber i t a  Acara  Hasi l  Evaluas i  dan  

Negos ias i  Atas  Review  Kelayakan  Inves tas i .  Oleh  

karena  te rbuk t i  Termohon  PK  be lum  menyepakat i  

ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas  dengan Pemohon PK I I  maka 

ten tu  sa ja  t i dak  akan  pernah  mendapatkan  

fas i l i t a s  pendanaan  dar i  ins t i t u s i  perbankan  atau  

lembaga keuangan.

38. Bahwa  bukt i  la i n  be lum  te rcapa inya  kesepakatan  

Business  Plan  anta ra  Pemohon  PK  I I  dengan  

Termohon PK adalah  adanya  Bukt i  T- 7a berupa  Sura t  

dar i  Pemohon  PK I I  kepada  Di reks i  Termohon  PK 

per iha l  Pendanaan  Proyek  Ja lan  Tol  Semarang- Solo  

te r t angga l  3 Jun i  2002 yang menyatakan :

"Atas  belum  disepaka t i n ya  besaran  dalam  rev iew  

bisn i s  plan  ya i t u  biaya  inves tas i  dan ta r i f  awal ,  
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maka  kami  usu lkan  kepada  saudara  untuk  

menggunakan  paramete r  Pemohon  PK  I I  karena  

disusun  berdasarkan  standar  biaya  yang  te l ah  

disepaka t i  o leh  inves to r  la i n ,  namun sampai  saat  

in i  be lum ada tanggapan  dar i  saudara" .

39. Bahwa  dengan  demik ian  Fakta  Hukum membukt i kan  

sampai  tangga l  3  Jun i  2002- pun  belum  te rcapa i  

kesepaka tan  mengenai  Bus iness  Plan  anta ra  Pemohon 

PK I I  dengan Termohon PK.

40. Bahwa oleh  karena  i t u  je l as  bahwa Putusan  Judex  

Jur i s  d ipu tus  atas  dasar  adanya  SUATU KEBOHONGAN 

ATAU TIPU  MUSLIHAT  PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI  

SETELAH PERKARANYA DIPUTUS.  Dengan demik ian  maka 

sudah  seharusnya  Maje l i s  Hakim  PK membata lkan  

Putusan  Kasas i  dan  mengambi l  putusan  dengan  

mengadi l i  send i r i   dan   menyatakan   menolak  

Kasas i  yang   d ia j ukan  oleh  Termohon  PK/dahu lu  

Pemohon Kasas i /Pemband ing /Pengguga t  asa l .

B. DALIL  TERMOHON PK YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON PK I  

TELAH MEMBATALKAN KEMENANGAN TENDER TERMOHON PK SECARA 

SEWENANG-WENANG DAN DISKRIMINATIF

41. Bahwa Termohon  PK te l ah  melakukan  suatu  kebohongan  

dan  t i pu  musl iha t  dengan  mengemukakan  bahwa Pemohon 

PK I  te l ah  membata lkan  kemenangan  tender  Termohon  

PK karena  beberapa  pemenang  tender  ja l an  to l  ruas  

la i nnya  t i dak /be l um  d iba ta l kan  kemenangannya  dan  

dibe r i  kesempatan  untuk  mengajukan  Revised  Business  

Plan  seh ingga  Pemohon  PK I  membata lkan  kemenangan  

tender  Termohon  PK  secara  Sewenang- wenang  dan  

Disk r im ina t i f .

42. Bahwa kebohongan  te rsebu t  d ibuk t i k an  dengan  adanya  

dal i l  Termohon PK yang  menyatakan :

"Bahwa  t i ndakan  Pemohon  PK  I  yang  melakukan  

pembata lan  secara  semena- mena,  tanpa  member ikan  

kesempatan  yang  adi l  kepada  Termohon  PK  untuk  
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membela  di r i  dan  menje laskan  komi tmen  inves tas i n ya  

dalam  suatu  proses  hukum yang  fa i r ,  Pemohon  PK I  

juga  nyata - nyata  melanggar  Asas  Larangan  Melakukan  

Disk r im ina t i f  Hukum  karena  te rdapa t  13  pemenang  

tender  proyek  ja l an  to l  se jak  Tahun  1997  yang  

sampai  dengan  dia j ukannya  gugatan  in i  be lum 

melaksanakan  proyeknya  dan  Pemohon  PK  I  t i dak  

membata lkan  kemenangan  tender  ke- 13  pemenang 

tender "  (V ide  Bukt i  P- 9)

43. Bahwa  dal i l  te rsebu t  merupakan  kebohongan  dar i  

Termohon  PK,  karena  berdasarkan  Keputusan  Pres iden  

Nomor  15  Tahun  2002  yang  te l ah  menetapkan  untuk  

melan ju t kan  proyek  Ja lan  Tol  ruas  Semarang- Solo ,  

Pemohon  PK I I  te l ah  mengundang/membahas  penerusan  

proyek  yang  berhen t i  se jak  kr i s i s  monete r  tahun  

1997  yang  din i l a i  pr io r i t a s  ya i t u  6  (enam)  ruas  

ja l an  to l  d ian ta ranya  adalah  ruas  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo ,  yang  ar t i n ya  dar i  ke- 6  ruas  ja l an  

to l  yang  di t e ruskan ,  Termohon  PK ada lah  sa lah  satu  

yang  proyeknya  layak  untuk  di te r uskan .

44. Bahwa  menuru t  Termohon  PK t i ndakan  Pemohon  PK I  

merupakan  t i ndakan  yang  sangat  d isk r im ina t i f  (quod  

non) ,  karena  te rhadap  s i t uas i  hukum  yang  sama,  

Pemohon  PK  I  menerapkan  per lakuan  hukum  yang  

berbeda  (ya i t u  dengan  membata lkan  kemenangan  tender  

Termohon  PK tap i  membiarkan  pemenang  tender  yang  

la i n  dengan  s i t uas i  yang  sama  te tap  mempero leh  

haknya  untuk  melaksanakan  proyek  ja l an  to l  

te rsebu t ) .

45. Bahwa  TERBUKTI  Termohon  PK te lah  gaga l  da lam  hal  

Pendanaan  dan  persyara tan  Business  Plan  te rhadap  

ke lan ju t an  proyek  te rsebu t .  Demik ian  pula ,  te rhadap  

inves to r  pemenang  tender  yang  mengalami  kenda la  

Pendanaan  dan  persyara tan  Business  Plan  maka 

Pemohon  PK I  dapat  melakukan  pencabutan  ker j asama  

maupun  pengakh i ran  pengusahaan  ja l an  to l .  Tindakan  
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pencabutan  ker j asama  maupun pengakh i ran  pengusahaan  

ja l an  to l  o leh  Pemohon  PK I  t i dak  hanya  di l akukan  

te rhadap  Termohon  PK sa ja ,  te tap i  juga  te rhadap  

inves to r  la i nnya .

46. Bahwa  sebaga i  contoh  pada  tahun  2001  Menter i  

Kimpraswi l  te l ah  mencabut  pember ian  i j i n  ker j asama 

penye lenggaraan  Ja lan  Tol  Cikampek- Padala rang  

karena  inves to r  t i dak  dapat  memenuhi  kewaj i bannya  

untuk  melaksanakan  pembangunan  Ja lan  Tol  Cikampek  

- Padala rang  (V ide  Novum PK I I - 4) .  Per lakuan  yang  

sama juga  te r j ad i  ket i ka  pada  tangga l  5 Jun i  2007,  

Depar temen  Peker j aan  Umum  te lah  melakukan  

pengakh i r an  per jan j i a n  pengusahaan  Ja lan  Tol  ruas  

Pandaan- Malang  (V ide  Novum PK I I - 5) .  Begi tu  juga  

pada  tangga l  28  Maret  2008  te l ah  di l akukan  

pengakh i r an  per jan j i a n  pengusahaan  Ja lan  Tol  ruas  

Ci ran jang - Padala rang .  Hal  in i  membukt i kan  bahwa 

Pemohon PK I  t i dak  melakukan  t i ndakan  disk r im ina t i f  

(V ide  Novum PK I I - 6) .

47. Bahwa dengan  demik ian  TERBUKTI  Pemohon  PK I  t i dak  

pernah  melakukan  t i ndakan  DISKRIMINATIF  kepada  

set i ap  Inves to r  te ru tama  kepada  Termohon  PK karena  

je l as  bahwa  set i ap  inves to r  yang  t i dak  memenuhi  

persyara tan  past i  akan  dicabu t / d i b a t a l k an  tender  

kemenangannya .  Sebal i knya  j i k a  set i ap  inves to r  

te lah  memenuhi  persyara tan  past i  akan  

di l an j u t kannya  kemenangan tendernya .

48.  Bahwa demik ian  pu la  baga imana  mungkin  Pemohon 

PK  I  d ida l i l k a n  melakukan  t i ndakan  yang  

disk r im ina t i f  dan  sewenang- wenang  karena  fak tanya  

Termohon  PK se la l u  diundang  dalam set i ap  per temuan  

untuk  membahas  ke lan ju t an  proyek  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo .  Juga  Termohon  PK se la l u  dik i r imkan  

sura t  ba ik  berka i t an  dengan  undangan  rapa t  maupun 

berka i t an  dengan  konf i rmas i  ke lan ju t an  proyek  ja l an  

to l  aquo.
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49. Bahwa  oleh  karena  t i dak  pernah  ada  t i ndakan  

disk r im ina t i f  yang  di l akukan  oleh  Pemohon  PK  I  

sementa ra  i t u  Putusan  Judex  Jur i s  je l as  dipu tus  

atas  dasar  da l i l  adanya  t i ndakan  disk r im ina t i f ,  

maka  dengan  demik ian  je l as  bahwa  Putusan  Judex  

Jur i s  d ipu tus  atas  dasar  adanya  suatu  kebohongan  

atau  t i pu  musl i ha t  p ihak  lawan  yang  d ike tahu i  

sete lah  perkaranya  d ipu tus .  Dengan  demik ian  maka 

sudah  seharusnya  Maje l i s  Hakim  PK  membata lkan  

Putusan  Kasas i  a  uo  dan  mengambi l  putusan  dengan  

mengadi l i  send i r i  dan  menyatakan  menolak  kasas i  

yang  dia j ukan  oleh  Termohon  PK/dahu lu  Pemohon 

Kasas i /Pemband ing /Pengguga t  asa l  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

mengenai  a lasan  Per tama  s/d  Ket iga  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  I  dan I I  :

Bahwa alasan  te rsebu t  dapat  d ibenarkan ,  o leh  karena  :

1. Alasan  Penin jauan  Kembal i  dar i  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  I  dan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  I I  ten tang  

kekh i l a f an  dapat  d ibenarkan  karena  Judex  Jur i s  te lah  

melakukan  peni l a i a n  ala t  bukt i  yang  oleh  Judex  Fact i ,  

sudah  dipe r t imbangkan  dengan  tepa t  dan  benar .  (buk t i  P-

15 ten tang  dana Penggugat )  ;

2. Bahwa  alasan  Penin jauan  Kembal i  ten tang  adanya  bukt i  

baru  dapat  d ibenarkan ,  karena  :

a. Di temukannya  bukt i  baru  te rsebu t  te lah  memenuhi  

syara t  fo rma l  (ada  Ber i t a  Acara  Sumpah)

b. Substans i  bukt i  baru  te rsebu t  bers i f a t  re levan  dan  

bers i f a t  menentukan

c. Bahwa  bukt i  baru  PK-1  (memo  dinas  Nomor  

43/md/ks /2002  tangga l  11  Ju l i  2002)  dan  PK-2 

(R isa l ah  Rapat  Pembahasan  Rencana  Ja lan  Tol  

Semarang- Solo  tangga l  20  Jun i  2002)  membukt i kan  

bahwa  Penggugat  t i dak  memi l i k i / t i d a k  te rsed ia  dana  

untuk  melaksanakan  proyek  ja l an  Tol  Semarang- Solo .
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3.  Bahwa te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Tergugat  yang  menjad i  

obyek  gugatan  te l ah  sesua i  prosedur  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ser ta  t i dak  ber ten tangan  

dengan Asas- Asas Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  ;

Menimbang,  bahwa per t imbangan  hukum Judex  Fact i  sudah  

tepa t  dan  benar ,  karena  i t u  per lu  dikua tkan ,  sedangkan  

putusan  Judex  Jur i s  harus  diba ta l kan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  di  atas ,  

menuru t  pendapat  Mahkamah  Agung  te rdapa t  cukup  alasan  

untuk  mengabulkan  permohonan  penin jauan  kembal i  dar i  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  I  dan  I I   dan  membata lkan  

putusan  Mahkamah  Agung   No.  175  K/TUN/2007  tangga l  22  

Januar i  2008  ser ta  Mahkamah Agung  akan  mengadi l i  kembal i  

perka ra  in i  dengan  amar  putusan  sebaga imana  yang  akan  

disebu tkan  dibawah in i  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  berada  di  p ihak  yang  ka lah ,  maka  harus  d ihukum 

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam semua t i ngka t  perad i l an  

;  

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  4 

Tahun  2004,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.  5  

Tahun 2004 dan perubahan  kedua  dengan Undang- Undang Nomor 3  

Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;

                                      M E N G A D I  L 
I  :

Mengabulkan   permohonan  penin jauan  kembal i  dar i  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i   I  :  MENTERI  PEKERJAAN UMUM 

REPUBLIK  INDONESIA  dan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  I I  :  

P.T.  JASA MARGA (PERSERO) te r sebu t  ;

Membata lkan  putusan  Mahkamah  Agung  No.   175  

K/TUN/2007   tangga l  22 Januar i  2008  ;

MENGADILI  KEMBALI :

Dalam Ekseps i  :

- Menyatakan  ekseps i - ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  
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In te r vens i  t i dak  di te r ima  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

Menghukum Termohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  semua  t i ngka t  perad i l an  yang  dalam 

pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  in i  sebesar  Rp.  2.500 .000 , -  

(dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam   rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Jumat  tangga l  05  Jun i  2009  o leh  

Pro f .D r .Pau lus  Ef fend ie  Lotu lung ,SH. ,  Hakim  Agung  yang  

di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung   sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  Prof .D r .H .Ahmad  Sukard ja ,SH.  dan  Prof .D r .Va l e r i n e  

JLK.SH.MA.  Hakim- Hakim Agung  sebaga i  Anggota  dan  diucapkan  

dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  

Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  

diban tu  oleh  Sumartan to ,SH.  Pani te ra  Penggant i  dengan  

t i dak  dihad i r i  o leh  kedua  belah  pihak .

Hakim- Hakim Anggota          Ketua

Ttd /Pro f .D r .H .Ahmad Sukard ja ,SH.  t t d

Ttd /Pro f .D r .Va l e r i n e  JLK.SH.MA. Pro f .D r .Pau lus  

Ef fend ie  Lotu lung ,SH.

Pani te ra  Penggant i

   t t d

Sumar tan to ,SH.

Biaya- Biaya  :

1.M e t  e r  a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp.  

6.000 , -

2.R  e  d  a  k  s  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp.  

5.000 , -

3.Admin i s t r a s i  Penin jauan  Kembal i . . . . . Rp.2 .489 .000 , -

Jumlah       Rp.2 .500 .000 , -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     Hal .   dar i  63 hal .  Put .  No.   11 PK/ TUN/ 2009

Untuk  Sal inan

      Mahkamah Agung R. I .

a.n .Pan i t e r a

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara

ASHADI,SH.

           Nip .220000754
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